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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik perilaku politik 
elit Muhammadiyah Kota PadangPanjang dalam partisipasi para elit Muhammadiyah 
Kota PadangPanjang tersebut disetiap tahap kebijakan Pemerintah Kota 
PadangPanjang. Perilaku Politik dalam konteks ini juga menggambarkan hubungan 
elit Muhammadiyah dengan partai politik dan apa-apa saja yang mendorong perilaku 
politik elit Muhammadiyah tersebut. 

Ada dua karakteristik perilaku elit Muhammadiyah dalam hubungannya 
dengan kekuasaan yaitu(l), Kooperatif-kritis dan (2), Kooperatif-Akomodatif. Temuan 
penelitian, karakteristik perilaku politik elit Muhammadiyah di Kota PadangPanjang 
lebih cendrung kengarah pda pola kooeratif akomodatif yang diperlihatkan dari pola 
kerjasama Muhammzdiyah dan pemerintah yang cenderung sejalan, harmonis, dan 
nyaris tanpa intrik dan kritik terhadap kekuasaan. 

Kaitannya dengan partai politik ada dua faktor mendasar dari para elit yang 
cukup mempengaruhui mereka dalam berinteraksi dengan beberapa parpol yaitu 
faktor identitas primordial dan faktor personal. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan jenis penelitian yang dipakai adalah study kasus terpancang ( embedded case 
sfudy ) disini fokus atau tujuan utama dari penelitian ditentukan terlebih dahulu 
sebelum peneliti terjun ke lapangan sehingga peneliti tetap terfokus pada masalah yang 
telah dirumuskan dan penelitian tidak berubah arah sehingga desain asii tetap dengan 
pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada awal penelitian. 

Kata Kunci : Perilaku Politik; Elit Pimpinan, Kooperatif-a.komodatif 
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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalarn ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Perilaku Politik Elit Muhammadiyalz Kota Padang 
Paninng, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula 
Universitas Negeri Fadang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 4 1 8lUN3 5.2/PG/20 12 Tanggal 
25 Juli 2012. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Satu agenda penting yang hingga saat ini masih saja aktua1 untuk diperdebatkan oleh 

warga Muhammadiyah adalah tentang konsep politik Muhamrnadiyah. Yakni, sernacam frame 

work  yang dapat dijadikan patokan perilaku lembaga ini dalam menentukan posisinya di tengah 

konstelasi politik nasional maupun di tingkat lokal. Antara keingim untuk terjun ddam politik 

praktis dan keinginan lain yang justru sebaliknya, yakni menjaga jarak dengan politik praktis. 

Para elit pimpinan Perserikatan ini sering melontarkan pernyataan mengenai perlu dilakukannya 

usaha-usaha yang tegas untuk dapat menjaga jarak dengan permainan politik praktis ( Sunaryo: 

2000:88) 

Namun Sebenamya, perdebatan itu bisa clear dengan hasil keputusan Muktamar 

Muhamrnadiyah Ujung Yandang tahun 1971 yang menjelaskan bahwa Muharnrnadiyah secara 

organisatoris tidak berafiliasi dengan partai politik manapun namun memberikan kebebasan 

kepada kadernya untuk bergabung dengan partai politik untuk kepentingan umat. Keputusan ini 

menegaskan dengan sangat jelas posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan politik. 

Pasca Muktamar Ujung Pandang tahun 1971 hingga sekarang, dan mungkin untuk 

seterusnya, Muhammadiyah berusaha untuk tetap konsisten berada di jalur gerakan kultural 

sebagai organisasi keagamaan yang punya agenda dakwah melalui berbagai macam amal usaha 

diberbagai bidang. 

Implikasi dari keputusan Muktamar di Ujung Pandang tersebut alchirnya justru 

menjadikan Muhammadiyah lebih agresif dan responsive dalam menyikapi kenyataan politik di 

Negara ini, melalui kader-kader Muhamrnadiyah yang potensial Muharnmadiyah berhasil 

menyeruak masuk hampir disemua lini politik baik Nasional maupun politik ditingkat lokal. Bisa 
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dipastikan apapun perkembangkan dalam konteks politik di negeri ini Muhammadiyah selalu 

menjadi ujung tombak. 

Sejarah perjalanan Muhammadiyah dengan politik di Indonesia sudah dimulai sejak masa 

penjajahan, sebagai sebuah organisasi pembaharu yang didirikan oleh K.H. Ahrnad Dahlan 

Muhammadiyah selalu berperan aktif dalam setiap moment politik penting. Dimasa menjelang 

kemerdekaan Muhamrnadiyah juga ikut serta merunluskan d m  mempersiapkan kemerdekaan, 

hingga saat ini di era reformasi terlihat secara jelas betapa Muhamrnadiyah dan konstelasi politik 

Indonesia tidak terlepaskan. 

Peran dan dinamika Muhamamdiyah dalam konteks politik ini tidak hanya berada dalam 

pentas ditingkat nasional, kecendrungan perilaku dan budaya politik Muhammadiyah. ini tentu 

menjalar sampai ke tingkat lokal yaitu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sarnpai 

ke tingkat ranting. Ada asumsi bahwa para Pimpinan Muhmad iyah  ditiap tingkat itu sangat 

menyadari sekali bahwa hluhammadiyah sebagai sebuah perserikatan besar telah menjadi 

sumber daya yang akan diperhitungkan 

Sumatera Barat merupakan sebuah propinsi yang menjadi basis Muhamrnadiyah, 

lebih khusus kota padang panjang. Ada sebuah istilah yang sangat popular bagi kalangan 

Muhammadiyah yaitu "Muhammadiyah di lahirkan di Kauman Yogyakarta dan di besarkan di 

kauman Padangpanjang". Muhammadiyah Kota Padangpanjang akhirnya menjadi barometer 

keberadaan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada khususnya bahkan Muhammadiyah secara 

Nasional umumnya. Hal ini dirasa tidak terlalu berlebihan karena secara empirik memang 

bsnyak pemimpin Muhammadiyah dengan nama besarnya berasal dari kauman Muhammadiyah 

Padangpanjang. Perguruan Kauman Padangpanjang yang didirikan oleh Buya HAMKA tersebut 

telah banyak melahirkan kader Muhammadiyah yang akhirnya menjadi pengurus 



Muhamrnadiyah dibeberapa wilayah di Negara ini, makanya sampai hari ini Perguruan Kauman 

Muharnrnadiyah Padangpanjnag disebut dengan sekolah kader. 

Pengaruh dan nama besar inilah yang menyebabkan Muhamrnadiyah Padangpanjang 

menjadi Ormas yang penting dan diperhitungkan dalam berbagai aspek termasuk dalam ha1 

politik, sejauh ini diketahui bahwa ada hubungan secara emosional antara Wali Kota 

Padangpanjang dengan Muhammadiyah PadangPanjang, atau sampai hari ini terhitung sangat 

banyak pemimpin dan kader Muharnrnadiyah yang berafiliasi keberbagai partai politik, sebut 

saja misalnya Buya Hamidi yang pernah menjabat ketua DPRD kota Padangpanjang dan ada 

beberapa nama yang memang mereka dikategorikan sebagai elit Muahmrnadiyah Padangpanjang 

yang berhasil menjadi anggota DPRD. Belum lagi, peran Muhammadiyah Kota Padangpanjang 

terkait dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal inilah akhirnya yang mencuri 

perhatian peneliti untuk lebih dalam bisa menggambarkan perilaku politik elit Muhmadiyah  

Kota PadangPanjang antara tahun 2005-20 12. 

Kemudian dari sisi yang lain, Kota Fadang Panjang saat ini secara politik termasuk 

kategori daerah dengan suhu politik yang cukup tinggi karena Kota ini dalam beberapa bulan 

kedepan tepatnya di tahun 20 13 akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum 

kepala daerah (pemilikada). 

Telah banyak terlihat aktivitas-aktivitas politik yang dimainkan oleh pada calon 

kandidat kepala daerah yang benninat untuk berkompetisi diperhelatan ini, di observasi awal 

peneliti melihat banyak indikasi yang mengarah pada adanya keterlibatan para elit pimpinan 

Muharnmadiyah Kota Padangpanjang dalam konstelasi pemilukada ini. Ini disebabkan karena 

i antara lain sebagian calon yang mengapung mempakan kader-kader Muharnrnadiyah yang 



berharap akan mendulang suara dari konstituen Muharnrnadiyah Kota PadangPanjang yang 

diperikrakan menjadi mayoritas suara pernilih. 

Pengalaman pemilukada sebelurnnya, Walikota saat ini dapat meraih kursi nomor 

satu di Kota PadangPanjang dikarenakan dukungan warga Muhammadiyah yang hampir merata 

disetiap kecarnatan yang ada di Kota PadangPanjang. Oleh karena itu meneliti perilaku elit 

pimpinan Muhammadiyah Kota PadangPanjang saat ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi 

peneliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Apa karakteristik sikap dan perilaku politik elit Muharnmadiyah Kota Padangpanjang 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perilaku politik elit Muhamrnadiyah Kota 

PadangPanjang 

3. Bagaimana dampak perilaku politik elit Muhamrnadiyah kota Padangpanjnag tersebut 

terhadap perserikatan (Muhamrnadiyah) 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1) Untuk mendeskripsikan polakarakteristik perilaku politik elit 

Muhammadiyah Kota PadangPanjang 

2) Uatuk mengetahui faktor apa yang mendorong perilaku politik elit 

Muharnrnadiyah Kota PadangPanjang 

3) Dan untuk menggambarkan dampak dari perilaku politik elit tersebut terhadap 

dinami ka perseri katan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini secara akademik tentu akan bermanfaat dalam pengayaan 

disiplin ilrnu-ilmu soaial dan humaniora lebih khusus berkostribusi pada 

pengembangan kajian studi Ilrnu politik. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan organisasi 

khususnya Muhammadiyah Kota PadangPanjang dalarn mencari format 

perilah politik dalanl hubungamya dengan penguasa yang berdarnpak positif 

bagi kinerja perserikatadorganisasi. 



BAB I1 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Muhammadiyah dan Politik 

Indonesia adalah Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan Negara yang 

berpenduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukan Negara islam.' Dari 2412 

juta lebih penduduk Indonesia pada hhun 201 1, 85-90% diantaranya adalah muslim secara 

nominal. Dengan demikian jika dikaitkan dengan politik, Islam menjadi faktor penting yang 

hams dipertimbangkan apabila ingin memahami politik Indinesia. Logika yang dipakai cukup 

sederhana, Umzt Islam Indonesia adalah mayoritas sehingga kebijakan Negara tidak akan 

berhasil kalau mengesampingkan umat Islam. 

Sementara itu, ketika hendak berbicara tentang Islam dan Umat Islam di Indonesia 

asosiasi kita akan mengarah pada dua organisasi islam yang cukup berpengaruh yaitu 

Muharnmadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), dua organisasi Isiam ini merupakan presentasi dari 

umat Islam secara keseluruhan, karena masing-masing memiliki m s s a  yang besar dari dua kutub 

yang berlainan. Muharnmadiyah mewakili kutub modernis atau reformis sebaliicnya NU 

mewakili kutub tradisionalis ( R. William Lidle : 1996: 73 ) . Muharnmadiyah basis 

masyarakatnya berada di perkotaan sementara NU berbasis pedesaan, agraris dan pesantren yang 

banyak menghasilkan ularna-ulama ternama. Muharnmadiyah lebih dikenal banyak menelorkan 

kaum intelektual karena menjamumya amal usaha bidang pendidikan mulai dari TK sampai ke 

tingkat perguruan tinggi. 

Penelitian ini terfokus hanya pada Muhammadiyah sebagai organisasi sosial 

keagamaan yang sesuai perkembangan pada akhirnya mengarah ke salah satu bentuk kelompok 

http://id.wikipedia.org/wiki/lndonesia (diakses pada tanggal 27-02-2012) 
2 Demikian dikatakan Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alirnoeso, di Jakarta, Selasa 5 Juli 2011 di REPUBLIKA.CO.ID 



kepentingan (interest group) sehingga menjadi satu kekuatan politik yang hams diperhitungkan 

terkait maneuver dan move-move politiknya dalam berbagai konstelasi politik di Negara ini. 

Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, 

tepatnya m-ggal 18 November (8 Zulhijah 1330 H) di Kauman Jogjakarta pada hakekatnya 

bukanlah organisasi politik namun walaupun demikian secara historis sejak lahir sarnpai hari ini 

hingga Muhammadiyah berumur satu abad tidak pernall absen dari pergumulan d m  pergulatan 

dengan persoalan kebangsaan (M. Arnin Rais : 1997:15). Taufik Abdullah menyatakan bahwa 

Muhammadiyah hanya mungkin dapat dipahami kalau sejarahnya ditempatkan dalarn konteks 

dinamika hubungan masyarakat dan Negara di tanah air. Artinya bahwa Muharnmadiyah benar- 

benar tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan perjalanan politik di Indonesia (Sudarno 

Shabron : 2003 : 63 ). 

(Sudarno Shabron : 2003 : 65 ) menjelaskan bahwa Sejarah keterlibatan 

Muharnrnadiyah dalam pergerakan nasional diawali tahun 19 18, Muharnrnadiyah mendirikan 

kepanduan yang diberi nama Hizbul Wathon (HW) yang artinya pembela tanah air. Dalam 

kepanduan HW ini K.H Ahrnad Dahlan menanarnkan kesadaran berbangsa dan semangat cinta 

tanah air kepada para anggota perserikatan dan pada akhirnya menumbuhkan empati yang begitu 

kuat terhadap persoalan-persoalan Negara pada saat itu. 

Tahun 1937 pada masa pendudukan Belanda kiprah Muhamrnadiyah terkait masalah 

bangsa dan masyarakat berlanjut dengan berbagai macam agenda-agenda penting yang menjadi 

pijakan sejarah bangsa menuju perubahan, KH.Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah 

dan K.H. Mas Mansur tokoh Muharnrnadiyah bersam tokoh NU dan Ormas Islam lainnya 

mendirikan Majlis Islam Ala Indonesia (MIAL) dalam rangka mempersatukan organisasi- 



organisasi Islam Indonesia untuk bekerjasama, menjadikan MIAI sebagai wadah ukhuwah 

Islamiyah, berikhtiar menyelamatkan Islam dan Bangsa serta melakukan kajian-kajian sekaligus 

memutuskan tindakan-tindakan dalam rangka mempengaruhi kebijakan-kebijakan Belanda pada 

waktu itu. 

Dalarn MIAI tokoh Muhiunmadiyah dan Iainnya sangat banyak berbicara soal politik 

dan membuat keputusan penting rnisalnya menuntut pembebasan HAMKA, penolakan 

pemindahan perkara waris dari pengadilan agama ke pengadilan negeri, menuntut pemerintah 

mengambil tindakan tegas kepada Sumandari yang menghina Nabi Muhammad SAW dan lain 

sebagainya. 

Pada masa meraih kemerdekaan bangsa dari penjajahan Muhammadiyah juga terlihat 

memainkan peran yang cukup penting. Beberapa tokoh Muhammadiyah antara lain Ki Bagus 

Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo. Prof. Kahar Mudzakir menjadi anggota Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan mempersiapkan Undang-undang Dasar, yang sekarang 

dikenal dengan nama UUD 1945. 

Sementara itu, pada masa kemerdekaan keterlibatan Muhammadiyah dimulai ketika 

diadakannya kongres umat islam se-Indonesia pada 7-8 November 1945 yang berlangsung di 

gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta telah melabirkan berdirinya partai 

Islam Masyumi. Posisi Muhamrnadiyah pada waktu itu adalah menjadi anggota Istimewa yang 

mempunyai hak untuk memberikan nasehat kepada partai. Dengan kedudukan sebagai anggota 

istimewa di partai Islam Masyumi Muhammadiyah punya peran dan tugas penting dalam 

mempengaruhi kebijakan partai, pengaruh ini bisa dianalisa dari betapa banyaknya tokoh 

Muharnmadiyah mulai dari pusat sampai ke daerah menjadi pegiat dan penggerak di Masyumi. 



Kemudian di masa awal Orde Baru kiprah politik Muhammadiyah khususnya dalam 

ha1 politik praktis ditandai dengan keterlibatannya dalam pendirian Parmusi ditahun 1968. 

Berdasarkan SK Presiden No.70 Tahun 1968 Parmusi resmi berdiri, dengan menempatkan 

Jarnawi Hadikusumo clan Lukman Harun sebagai Ketua dan sekretaris dimana kedua tokoh ini 

adalah tokoh Muhammadiyah walaupun pada akhirnya kepemimpinan mereka diambil alih 

karena dianggap telah membawa Parrnusi terlibat dalam oposisi menentang pemerintahan. 

Peristiwa "kudeta" dan recall terhadap tokoh Muhammadiyah menjadi titik awal 

kesadaran bagi tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahwa politik bukan ladang yang tepat dan tempat 

yang nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungm dengan pemerintah, konflik 

kepentingan sangat mendominasi perilaku politisi. Muktamar Muharnmadiyah ke-38 tahun 197 1 

di UjungPandang salah satu keputusannya berbunyi bahwa Muharnrnadiyah adalah gerakan 

dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manuaia dan masyarakat, tidak 

mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik 

atau organisasi apapun. Narnun demikian Muhammadiayah tetap menjamin hak azazi para 
I 

anggotanya untuk dapat tidak atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari 

I anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam 

perserikatan Muharnrnadiyah. 

Artinya, walau secara organisatoris Muharnmadiyah tidak lagi punya hubungan 

dengan partai politik namun tokoh,kader dan anggota Muharnmadiyah tetap bebas 

mengekspresikan kepentingan politik mereka sebagai hak dasar yang harus dipe rjuangkan. 

Konsekuensi dari keputusan yang dianggap cerdas dan strategis ini adalah bertebara~mya kader 

Muhamrnadiyah di berbagai lini politik strategis di Negara ini yang tentu akan menimbulkan 



dinamika politik yang beragam baik di Muhammadiyah secara internal sampai dinamika di 

lingkungan luar Muhammadiyah. 

Gambaran singkat Muhammadiyah dan politik diatas, sejak awal berdiri hingga awal 

orde barn telah membuka mata kita betapa Muharnrnadiyah memang tidak luput dari 

persinggungan politik Negara. Walaupun saat ini tidak lagi akan bersinggungan secara ri! dengan 

politik praktis namun keberadaan Muhammadiyah tetap menjadi primadona yang cantik dalam 

konstelasi politik sampai detik ini. 

Keterlibatan Tokoh dan elit Muharnmadiyah dalam politik banyzlk sekali menjadi 

perhatian pengamat terkait dengan pengaruh perilaku elit tersebut dengan Muhammadiyah 

sebagai sebuah organisasi. Perilaku elit Muhamrnadiyah kadang sejalan dengan Perserikatan 

tetapi adakalanya juga tidak begitu menguntungkan Muhammadiyah. Kadang Muharnrnadiyah di 

asumsikan menjaga jarak dengan pemerintah namun ada juga yang berpendapat Muhammadiyah 

dekat dengan pemerintah, ha1 ini tentu dari sudut mana kita melihatnya. Sikap kritis dan sikap 

akomodatif menjadi dua ha1 yang selalu dipertentangkan jika ingin melihat pola perilaku politik 

Muhamrnadiyah, narnun apapun itu sebenamya perilaku politik Muhammadiyah tersebut adalah 

sebuah cerminan dari perilaku individu kader Muharnmadiyah yang bebas mengekspresikan 

sikap politik mereka terutama yang dimainkan oleh para elit Muharnmadiyah. 

Dinamika kepolitikan Muhammadiyah pasca Muktamar Muhammadiyah di Ujung 

pandang menarnpakan geliatnya kembali sejak Arnin Rais dinobatkan sebagai ketua PP 

Muhammadiyah pada Muktamar ke 43 di Banda Aceh, Citra Muhammadiyah yang politicking 

(ikut bermain politik) di bawah kepernimpinan Arnin Rais sebenarnya diawali oleh pribadi 

Arnin Rais selaku intelektual/ilmuan politik yang concern dengan permasalahan yang dihadapi 



bangsanya. Selanjutnya disusul oleh langkah-langkah Amin Rais terutama dalam menggulirkan 

ide-ide cemeriang yang hitis-konstruktif, sehingga secara kelembagaan Muharnrnadiyah terbawa 

pada citra politicking (Suwarno : 200 1 : 60). 

Kalau dibandingkan dengan periode sebelurnnya yang diistilahkan oleh Suwarno 

sebagai gerakan Muhammadiyah yang berorientasi sosial-kultural Muhamrnadiyah Cuma 

melakukan pemantapan sebagai gerakan amal yang berkonsentrasi pada pengembangan ma1  

usaha, menerima begitu saja kebijakan pemerintah tentang azas tunggal, dan bersikap 

akomodatif-kooperatif dengan kepemimpinan kolegial menjadi indikasi pada periode ini 

Muhammadiyah seperti mengalami trauma terlibat dalam politik praktis atau paling tidak 

mencoba mengaktualisasikan secara sempit hasil dari muktamar ke-38 di Ujung Pandang 

tersebut. Namun apaun itu menurut hemat peneliti ini semua tak lepas dari pola perilaku elit 

Muhammadiyah pada waktu itu. Seperti yang diketahui sebelurn muncul sosok Amin Rais 

Muharnmadiyah di pimpin oleh figur yang dikenal sebagai figur kepemimpinan bersahaja yaitu 

H. AR Facruddin dan dilanjutkan oleh K.H.Ahmad Azhar Basyir dimana kedua sosok ini bisa di 

kategorikan sebagai Ulama yang berbeda dengan sosok Arnin Rais sebagai seorang intelektual. 

Namun pola perilaku kooperatif-akomodatif yang kurang kritis bahkan cenderung suborninatif 

tidak bisa pula disalahkan karena keadaan memang tidak memungkinkan untuk bersikap kritis 

karena dominasi Rejim Orde Baru yang sangat kuat dan marnpu mengontrol seketat mungkin 

keberadaan onnas dan orpol termasuk Muharnmadiyah. 

Masa jabatan Ketua PP Muharnmadiyah yang disandang oleh Amin Rais semestinya 

disandang oleh Amin Rais sampai tahun 2000, tetapi pada 1998, setelah jatuhnya Soeharto , 

Amin Rais harus berkonsentrasi sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang kemudian 

jabatan Ketua PP Muhamrnadiyah dijabat oleh A. Syafii Ma'arif. 
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Setelah berdirinya PAN pada 23 Agustus 1998, Muhammadiyah kelihatan te rjebak 

dalam hubungan dilematis. Disatu sisi, Muhammadiyah menyatakan bahwa secara legal 

organisatoris tidak ada hubungan sama sekali antara Muhammadiyah dengan PAN namun disisi 

lain ada hubungan kental yang bersifat emosional-psikologis dilihat dari banyaknya pengurus 

Muhammadiyah di daerah-daerah yang terjun dalam PAN. Sampai disini kembali bisa diamati 

betapa perilaku elit Muharnmadiyah dalarn politik membuat kecendrungan penafsiran bahwa 

itulah Muhammadiyah dalam konteks lembaga. Orang, baik kalangan Muhammadiyah maupun 

dari luar Muharnrnadiyah akan susah membedakan antara sikap Amin Rais secara individu 

dengan sikap Muhammadiyah secara kelembagaan,makanya tidak berlebihan ada asunlsi bahwa 

kalau hendak melihat sepak terjang Muhammadiyah, cerrnati saja perilaku elit Muhammadiyah. 

Terlepas dari itu semua, kehadiran Arnin Rais dan PAN menjadi satu periode penting 

dalam sejarah Muhamrnadiyah dan politik, seakan dengan keberadaan PAN di DPR apalagi 

mampu mengantarkan Arnin Rais menjadi Ketua MPR, telah aenjadikan Muhammadiyah 

sebagai ormas yang memiliki saharn politik di Negara Indonesia ini, walaupun sebagian 

kalangan juga banyak menaruh rasa kecewa atas sepak terjang PAN yang notabene dianggap 

partai Muhamrnadiyah tetapi tidak mampu menjadi pengemban kepentingan Muharnmadiyah, 

dimana pada akhirnya muncul pula sebuah partai yang diprakarsai para angkatan muda 

Muhamrnadiyah yang merasa dikecewakan oleh PAN, partai tersebut adalah Partai Matahari 

Bangsas (PMB) yang juga didukung penuh secara moral oleh Muharnrnadiyah yang pada waktu 

itu di ketuai Oleh Din Syamsudin. 

Di periode kepemimpinan A.Syafi-I Ma'arif Muhammadiyah dan politik tetap 

menjadi satu perhatian yang kucup menarik, beda Arnin Rais beda pula Syafi'I Ma'arif yang 

dikenal juga sangat bersahaja, malah sering di gelari dengan guru bangsa, konsep High Politic 
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yang diartikan oleh Amin Rais sebagai "politik kualitas tinggi" atau "politik yang luhur" yang 

mengedepankan moral justru dimaidcan o!eh Syafi'I Ma'arif. Kegiatan pro aktif PP 

Muharnmadiyah dalam mempengaruhi dan mengevaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah 

secara tegas dan lugas menjadi salah satu karekteristik Muharnmdiyah dalam konteks perilaku 

politiknya di masa periode ini. 

Setelah habis masa jabatan Syafi'I Ma'arif berakhir pada Mukatamar 

Muharnrnadiyah yzng ke 45 di Malang pada tahun 2005, Din Syamsudin terpilih sebagai ketua 

Umurn PP Muhammadiyah. Terpilihnya sosok Din Syamsudin tentu dapat di perkirakan 

bagaimana Muharnmadiyah kedepan terkhusus dalam ha1 hubungan Muhammadiyah dengan 

politik di Negeri ini. Din Syamsudin merupaka tckoh muda Muhammadiyah yang enerjik, 

mantan ketua umurn Pemuda Muhammadiyah ini merupaka sosok yang begitu "melek" Politik, 

dia dikeilal juga sebagai politikus handal, pernah menjadi Sekjen MU1 dan menjadi salah seorang 

ketua Litbang Partai ~ o l k a r . ~  

Dalam Kepemimpinan Din begitu kenta! wajah poltik dalam Muharnrnadiyah, terarnat 

sering melalui Din sebagai ketua Muhammadiyah menggelar agenda-agenda politik yang 

berusaha secar cerdas mengkritisi kepemirnpinan Nasional serta merespon berbagai kebijakan 

Negara yang dianggap tidak menguntungkan public. Sebagai tokoh yang giat menyuarakan 

toleransi dalam hidup beragama Din juga begitu sering membuat pernyataan-pernyataan yang 

memerahkan kuping pemerintah, dalam kata lain h g s i  Muhammadiyah dalam konteks sebagai 

kelompok kepentingan kelihatannya telah mampu dilakukan pada kepemimpinan Din 

Syamsudin. Walau cukup banyak dapat tantangan dari berbagai kalangan internal perserikatan 

akan sikap dan perilaku politik yang dimainkan Din sehingga dia digadang-gadang untuk tidak 

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad Siraiuddin Syamsuddin (diakses pada tanggal 29-02-2012) 
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mencalonkan lagi pada periode berikutnya, namun Muktamar Muhamrnadiyah yang ke 46 di 

Yogyakarta tahun 2010 Prof.DR.Din Syamsudin terpilih Kembali menjadi Ketua Umurn PP 

Muhamrnadiyah periode 20 10-20 1 5. Dan itu Artinya dengan sosoknya sangat faham politik, 

kritis, dan responsive bisa dipastikan bahwa Muhamrnadiyah akan tetap menjadi actor inti dalam 

dinamika perpolitikan di Indonesia 

Peran dan dinarnika Muhamamdiyah dalam kofiteks politik ini tidak hanya berada 

dalam pentas ditingkat nasional, kecendrungan perilaku dan budaya politik Muhammadiyah ini 

tentu menjalar sampai ke tingkat lokal yaitu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan 

sampai ke tingkat ranting. Ada asurnsi bahwa para Pimpinan Muhammadiyah ditiap tingkat itu 

sangat menyadari sekali bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah perserikatan besar telah menjadi 

sumber daya yang akan diperhitungkan. 

B. Perilaku Politik 

Konsep perilaku dalam konteks ini tentu berhubungan dengan Perilaku manusia yaitu 

sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. (Miftah 

Thoha : 1983:33) menjelaskan bahwa Perilaku manusia dapat dikatakan sebagai hasil dari apa 

yang ada dalam benak mereka ditarnbah dengan situasi yang mendorong mereka untuk 

bertindak. Dalam ha1 ini, perilaku manusia dilandasi oleh sikap sebagai kecenderungan atau 

kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu objek yang diwujudkan dalam suatu tindakan. 

Sementara itu sikap orang dirangsang oleh kekuatan norma-norma yang telah mereka pelajari 

dan harapan-harapan kultural mereka yang sangat fundamental ( Oliver H. Woshinsky : 

1995: 129). 



Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan 

1 salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi hakekatnya adalah hasil-hail 

interaksi antara individu-individu dalam organisasinya, oleh karena itu untuk memahami 

perilaku organisasinya sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung 

1 organisasi. Miftah Thoha merumuskannya sebagai berikut : 

Keterangan : P adalah Perilaku 
F adalah Fungsi 
I adalah Individu 
L adalah Lingkungan 

Rumusan diatas dapat dibaca " Perilaku adalah suatu fungsi dari Interaksi anatara 
seseorang individu dengan lingkungannya" (Miftah Thoha ; 1983 : 34 ) 

I Menurut Denis Kavanagh (1 983 :XIII) Kajian tentang perilaku politik (political 

Behavior) terpusat pada perilaku manusia yang menyangkut soal politik atau perilaku mznusia 

dalam konteks politik. Artinya bahwa perilaku politik hanya merupakan salah satu aspek dari 

perilaku manusia pada urnurnnya dan terkait erat dengan perilaku lainnya seperti perilaku 

ekonomi, perilaku sosial, perilaku budaya dan perilaku agama. 

Politik, ada begitu banyak defenisi yang telah dirumuskan, pada umurnnya dapat 

dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacarn-macam kegiatan dalam suatu sistem politik 

(Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan 

tujuan itu. Perbedaan-perbedaan dalam mengartikan politik terjadi karena disebabkan perbedaan 

sudut pandang para sarjana dalam memilih aspek atau unsur dari politik itu. Setidaknya ada 

lima unsur / konsep pokok yang berkaitan langsung dengan politik yaitu : (1). NegardState (2) 

KekuasaanlPower (3) Pengambilan KeputusanlDecisionmaking (4) KebijaksanaanlPolicy (5) 

Pembagian atau alokasilDistribution/allocation. ( Miriam Budihardjo ; 2003 ; 9). 



David Easton memaknai politik dengan "bagaimana meng-alokasikan sejumlah nilai 

secara otoritatif bagi sebuah masyarakat" (authoritative allocation of values for a society) 

Sejumlah nilai yang dimaksud, merujuk pandangarl Harold Lasswell merinci delapan nilai, yaitu 

(1) Kekuasaan, (2) pendidikanlpenerangan/enlightenment, (3) KekayaadWealth, (4) 

Kesehatadwell-being, (5) Keterampiladskill, (6) kasih saying /affection, (7) 

Kejujurdrectitude, (8) Respekfrespect. ( Miriam Budihardjo ; 2003 ; 33). 

Dengan demikian, perilaku politik dapat diartikan, sebagai tindakan untuk 

mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (otoritative) bagi suatu masyarakat. 

Tindakan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kultural, terutama sistem nilai dan 

moral, yang mempengaruhi motivasi dan kemudian membentuk sikap dan mendorong tindakan 

sebagai suatu perilaku politik. Hubungan antara nilai dengan tindakan dapat digambarkan dalam 

skema berikut ini. ( Suwarno : 2001 : 7) 

Nilai ----, M o t i v a s i ~  Sikap A Tindakadaksi 

Perilaku Politik juga dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 

proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan. Kegiatan ini dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan 

(suprastruktur politik), sebaliknya masyarakat menjalankan fungsi-fungsi politik (Infrastruktur 

politik). ( Rarnlan Surbakti: 1 992 : 3 1) 

Sementara itu Jack C.Plano dan kawan-kawan(1989:161) memaknai perilaku politik 

sebagai fikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang 

termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (Fikiran,persepsi,sikap dan 

keyakinan ) d m  juga tindakan-tindakan yang Nampak (Pemungutan suara, gerak protes, 



lobbying, kaukus, kampanye, proses kebijakan publik. Dalam arti luas, perilaku "yang bersifat 

politik" bisa ditemui dalam setiap lingkup kelembagaan (Keluarga, Perusahaan dan sejenisnya). 

Perilaku politik menurut Sudijono satroatmojo (1995:228) ditentukan pula oleh 

identitas yang ditentukan pula oleh masyarakat. Falctor pembentuk identitas bersama itu 

menurut Ramlan Surbakti (1982; 44-74) mencakup (I), identitas primordial, (2), sakral, (3), 

personal, dan (4) civilitas. Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, 

kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan 

perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor 

kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat. 

Faktor salcral pada umurnnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan 

demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan 

sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Faktor personal biasanya 

disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok 

masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku 

politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya. 

Faktor lain yang ikut membentuk perilaku politik seorang warga negara adalah yang 

berupa faktor sipil. Faktor sipil ini antara lain terlihat dalam tatanan kehidupan di masyarakat 

berupa keadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tenvujudnya rasa keadilan yang 

dirasakan seorang warga negara dalam berbagai bidang kehidupan misalnya, akan mendorong 

dirinya untuk mendukung pemerintahan yang ada. Dukungan yang diberikan kepada pemerintah 

ini dapat saja mengatasi (mentransendensi) faktor-faktor di atas. Ia mendukung suatu 

pemerintahan bukan karena presidennya memiliki kesamanaan suku, agama, atau 

\ USN. HEsERl PA0 ANG ] 



kepribadiannya, melainkan lebih karena presiden itu dapat menyelenggarakan pemerintahan 

yang adil. 

Denis Kavanagh (1983: 10) Studi perilaku politik bisa terfokus pada individu (aktor) 

dan bisa pula kelompok atau institusi (lembaga). Namun beberapa peletitian perilaku politik 

yang fokus pada institusi, perilaku politiknya tidak hanya diarahkan lewat aturan-aturan dan 

prosedur yang ada pada lembaga secara formal, tetapi bisa juaga melalui perilaku aktual dan 

orientasi dari para individu yang berpenganrh atau menjadi tulang punggung dalam lembaga 

tersebut. 

Fokus penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan perilaku politik yang dimainkan 

oleh aktor atau individu yang dalam ha1 ini adalah elit pimpinan Muharnmadiyah Kota 

Padangpanjang, kendatipun demikian sesuai teori bahwa biasanya perilaku individu akan 

mencerminkan perilaku organiasasi. Perilaku politik elit -Muhammadiyah di sini maksudnya 

adalah tindakan atau aktifitas elit pemimpin tersebut dalam mengalokasikan nilai-nilai yang 

bersifat mengikat bagi masyarakat, atau dalam ikut mempengruhi peruses pembuatan kebijakan- 

kebijakan public. Dapat pula dimasukkan disini tindakan atau kegiatan pada pimpinan 

Muharnmadiyah kota Padangpanjnag dalam ikut mengawasi kekuasaan pemerintah, atau 

membuat maneuver-manuver politik berupa pandangan,pendapat dan sikap sehingga efektif 

untuk upaya melakukan Chek and balances. 

C. Elit Muhammadiyah 

Elit adalah sebagian kecil orang yang ada dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan dan biasanya terdiri dari sekelompok orang yang merniliki status sosioekonomi 

tinggi, namun kelompok kecil inilah yang akan mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. 

Dalam teori elit juga dijelaskan bahwa pengaruh pasti akan mengalir dari elit ke massa, tidak 



sebaliknya dari massa ke elit, jadi sebenarnya jika kita mengacu pada teori ini elit akan berperan 

penting dalarn segala bentuk aktifitas masyarakat, pendek kata perilaku elit akan mencerminkan 

perilaku massanya. (Solahuddin Kusumanegara: 20 10 : 22-23) 

Elit pemimpin dapat diartikan sebagai minoritas-minoritas pribadi yang dipilih atau 

diangkat untuk melayani suatu kolektivitas secar efektif dan bertanggungjawab kepada mereka. 

Golongan elit pemimpin itu memili!ci makna sosial karena bertanggung jawab dalam rangka 

merealisasikan tujuan-tujuan sosialnya rang iltama dan demi kelanjutan tata sosial dari suatu 

kolektivitas yang memilih atau mengangkatnya. ( Suzane Keller : 1995 : 3) 

Elit Muharnrnadiyah Kota Padangpanjnag artinyta minoritas-minoritas pribadi yang 

dipilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) Muhammadiyah Kota Padangpanjnag untuk 

melayani Muharnmadiyah dan anggotanya sebagai suatu kolektivitas terorganisasi dalam rmgka 

merealisasikan tujuan-tujuan sosial Muharnrnadiyah dan demi kelanjutan organisasi tersebut. 

Mereka meliputi Pimpinan Daerah Muharnmadiyah Kota Padangpanjnag yang terdiri dari 13 

orang anggota ditarnbah dengan para Pimpinan Majlis yang ada di dalarnnya. Dalam kaitan ini 

elit pemimpin Muhammadiyah dapat digolongkan kedalam strategic elites di bidang sosial- 

keagaman. Meskipun elit pemimpin Muhammadiyah hanya strategic elites di bidang sosial 

keagamaan, mereka juga punya pengaruh terhadap kehidupan politik yang ditangani oleh the 

rulling class. Tentunya pengaruh itu secara tidak langsung, melalui lobi politik, kritik-kritik 

konstruktif, tokoh Muhammadiyah yang aktif diparpol, dan partisipasi politik laimya. (Suwarno 

: 2001 : 10) 

D. Budaya Politik Muhammadiyah 

Konsep budaya politik. Secara sederhana, mengandung arti budaya yang 

mempengaruhi politik. Beberapa ilmuan politik seperti Almond dan Verba mengartikan, budaya 



politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap 

individu terhadap peranan yang dapat dimainkannya dalam sebuah sistem politik. Budaya politik 

tidak lain dari pada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam ha1 ini sistem politik 

kemudian mengalami proses internalisasi kedalam bentuk orientasi yang bersifat cognitive, 

affective dan evaluative (Afan Gafar :2002 :99) 

Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu 

;erhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota Negara, lambang Negara, kepala 

Negara dan lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan 

emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat 

evaluative menyangkut kapasitas individu dalarn rangka memberikan penilaian terhadap sistem 

politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu didaiamnya. 

Dengan sikap dan orientasi seperti itu, kemudian terbentukalah budaya politik yang 

berbeda. Dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya bersifat kognitif akan 

terbentuk budaya politik yang parokial. Sementara, dalam masyarakat yang sifat orientasi 

politiknya diwarnai karakteristik afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subjektif. 

Akhimya, di mana warga masyarakat mampu memberikan e-~aluasi terhadap terhadap proses 

politik yang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat patisipatif. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini ( Afan Gafar : 2002: 100) 



I 

Tabel.2.1 Hubungan antara orientasi terhadap sistem politik dengan budaya politik 

Budaya politik parochial ditandai apabila sebagian besar individu atau warga Negara 

mengetahui tentang sistem politik yang sedikit, dan keterlibatannya dalam kegiatan politik 

rendah. Kemudian budaya politik subjektif sebagian besar individu atau warga Negara menjadi 

subyek yang pasif, patuh pada pemerintah dan tunduk pada hukurnnya, namun tidak melibatkan 

diri dalam urusan politik pemerintah. Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh 

keterlibatan sebagian besar individu atau warga Negara dalam kegiatan politik. Budaya politik 

yang terakhir ini akan dimiliki oleh masyarakat industrial dengan sistem politik yang demokratis. 

Budaya politik biasanya dibagi dalam dua kategori, yaitu budaya politik elit dan 

budaya politik massa. Budaya politik elit melibatkan sikap dan perilaku mereka yang 

mempunyai peranan aktif dan berpengaruh dalam sistem politik. Sebaliknya, budaya politik 

massa dibentuk oleh sikap dan perilaku politik rakyat secara keseluruhan, termasuk partisipasi 

mereka dalam kegiatan politik ( Nico Teguh Budi : 1997 :256-257). Dalam penelitian ini yang 

lebih dikedepankan adalah budaya politik elit yaitu elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang 

Budaya politik Muhammadiyah merupakan bagian dari budaya politik nasional 

bangsa Indonesia yang ikut mewarnai sistem politik Indonesia. Tiga ha1 yang dapat dicatat 

terkait budaya politik Muhammadiyah sebagaima telah digambarkan oleh Suwarno yaitu : (1) 

Kognitif 

Afektif 

Evalmtif 
L- 

Parokial 

XXX 

Subjektif 

XXX 

Partisipan 

XXX 



bahwa Muhamrnadiyah dari awal telah mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai demokrasi. Hal ini terbukti dalam pemilihan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 

melalui Muktamar yang disaring dari bawah.. (2) Budaya politik egaliter, sisi egaliter ini 

Nampak dari tidak adanya tradisi cium tangan kepada pimpinan, tidak ada tradisi pemberian 

upeti kepada ulama atau kyai dan tidak adanya kebiasaan untuk patuh dan sikap kritis kepada 

piinpinm. (3), dalam pandangan A. Syafii h4aarif, budaya politik Muhamrnadiyah adalah budaya 

politik terobosan atau alternative bukan budaya politik eliter apalagi monolitik . Budaya politik 

Muharnmadiyah menonjol lainya ialah kecendrungan pada konsensus, ini menimbulkan sikap 

yang moderat dalam Muharnrnadiyah. (Suwarno : 2001 : 66-67) 

Maka dari beberapa karakteristik budaya politik Muhammadiyah sebagaimana 

dijabarkan dimuka Suwarno akhirnya berkesimpulan bahwa dalam hubungannya dengan 

kekuasaan sikap dasar Muharnrnadiyah dzpat dirumuskan sebagai sikap yang kooperatif yaitu 

mau bekerjasama untuk kepentingan dan kebajikan bersama.. Budaya politik Muharnmadiyah 

yang tercermin dari sikap dan perilaku elit Muhammadiyah ini dinunuskan pada dua kategori 

pola perilaku politik Muhammadiyah dalam hubungannya dengan kekuasaan(pemerintah) yaitu 

(1) perilaku politik kooperatif-kritis terhadap kekuasaan yaitu mau bekerja sama, tetapi aktif 

untuk selalu memainkan fungsi kritik. (2), Kooperatif-akomodatif artinya tergantung pada 

kekuasaan itu sendiri, Muhammadiyah bisa dekat dengan kekuasaan atau sebaliknya 

Muharnmadiyah bisa menjauh dari kekuasaan itu. ( Suwarno : 2001 : 72) 



BAB I11 
Tujuan Luaran dan Kontribusi Penelitian 

Adapun Tujuan luaran dan Konstribusi penelitian ini adalah : 

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ilmiah untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian-penelitian dengan substansi kajian 

politik, begitu juga untuk memperkaya bahan bacaanlliteratur pada mata kuliah yang 

berkaitan dengan studi-studi politik di lingkunngan FIS UNP secara umum dan 

lingkungan Jurusan Ilmu Sosial Politik secarfa khusus. 

2. Penelitian ini nantinya diharapkan hasilnya bisa dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah 

yang akan di terbitkan. 

3. Secara praktis tentu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para elit 

dan Muharnmadiyah Kota PadangPanjang untuk mengembangkan kinerja organisasi 

dalam mengimplentasikan program-prograrnnya serta mengembangkan pola atau 

karakteristik perilaku elitnya dalam hubungannya dengan politik. 



BAB IV 
METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan 

utama penelitian kualitatif adalah untuk memaharni (to understand) fenomeaa atau gejala sosial 

dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap dan mendalam tentang fenomena 

yang dikaji, kwena itu peneliatian ini bersifat deskriptif yaitu penggambaran secara mendalam 

situasi, atau proses yang diteliti. 

Adapun jenis penelitian kualitatif yang dipakai pada penelitian ini adalah studi kasus 

( case studies ). Studi kasus merupakan pelielitian yang mendalam tentang individu, satu 

kelompok, sr?tu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. 

Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dzri sebuah entitas. 

Bogdan(l990) mensefenisikan studi kasus sebagai kajian yang rinci atas satu latar atau satu 

peristiwa tertentu. Robson (1993) lebih rnemposisikan studi kasus sebagai suatu strategi untuk 

melakukan penelitian.( Muhammad Idrus 2002:77-78). John W. Cresswel (1998:141) 

mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang sering dilakukan dalam penelitian 

bidang politik. 

Namun mengingat singkatnya waktu penelitian serta terbatasnya biaya dalam 

penelitian ini maka jenis penelitian studi kasus pada penelitian ini adalah study kasus terpancang 

( embedded case study ) disini fokus atau tujuan uma dari penelitian ditentukan tedebih dahulu 

sebelum peneliti terjun ke lapangan sehingga peneliti tetap terfokus pada masalah yang telah 

dirumuskan dan penelitian tidak berubah arah sehingga desain asli tetap dengan pertanyaan 

pertanyam yang tcla!! dirlrmuskan pada awa'l penelitian. 



Berdasarkan h a i l  telaah kajian teori pada bab. Sebelurnnya dapat disimpulakan 

bahwa Budaya politik Muharmnadiyah jelas mengarah pad2 budaya politik yang partisipatif 

karena orientasi terhadap sistem politik bersifat evaluative. Ini iergambar sejak awal bahwa 

Muhammadiyah telah membudayakan perilaku yang demokratis,egaliter dan budaya alternative( 

tidak eliter apalagi monolitik), dan akhirnya menciptakan 2 kategori/klasifikasi pola perilaku 

politik yaitu kooperatif-kritis dan kooperatif akomodatif dalam hubunganya dengan 

kekuasaan(pemerintah). Dalam teori perilaku politik, perilaku seseorang ddam politik akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu identitas primordial, sacral, personal dan civilitas. 

Penelitian ini terfokus hanya ulrtuk menjawab pertanyaan penelitim rerkait karakteristik perilah 

politik seperti apa yang diperankan oleh elit Muhamrnadiyah Padangpanjang dan faktor apa yang 

mempengaruhi perilaku tersebut, serta apa dampak nya terhadap perserikatan dengan acuan 

kateguri dan konsep diatas. 

Untuk lebih jelasnya penelitian ini bisa di lihat dalam skema berikut ini: 

Poll Perilaku Politik 

1 .Koopera tif-Kritis 

2.Kooperatif- 

Budaya Politik 

I .Pa rokial 

2. Subjektif 

3. Partisipan 

1 

Budaya Politik 
Muhammadiyah 

(Partisipan) 

' 
Perilaku Politik Elit 

Muhammadiyah 
Kota PadangPanjnag 

1.1dentitas Primordiai 
2. Sakral 
3. Personal 
4. Civilitas 

3 1.Demokratis akomodatif 
2. Egaliter 
3. Terobosan 
(tidak 
eliter/monolitik) 

Faktor 
Mem pengaruhi 



2. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian dikurnpulkan dengan menggunakan tiga cara yaitu : 

1) Wawancara yaitu komunikasi verbal dengan informan berkaitan dengan 

substansi penelitian, oleh karena itu wawancara yang dipergunakan adalah 

teknik wawancara mendalam (iizdepth interview), dimana informannya telah 

mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak 

mengikat. 

2) Focus Group Discussion (FGD), ini dirajncang untuk melakukan pengurnpulan 

data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang 

sesuai dcngan tujuan penelitian. Tujuan utarna dari FGD ini adalah untuk 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam segmen 

yang dianggap memahami, memiliki ketertarikan dan selalu mengikuti 

perkembangan dari subyek penelitian ini. 

3) Dokurnentasi, yaitu melakukan studi dokumentasi terhadap laporan yang 

telah dipublikasikan ataupcn dari bilku-buku pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti, tiknik dokurnentasi juga digunakan jika 

ada bahan-bahan/dokumen-dokumen penting sebagai pendukung dari data 

yang sudah didapatkan terkai dengan masalah yang sedang diteliti. 

Subjek Penelitian 

Dalarn penelitian ini istilah yang digunakan untuk subyek penelitian adalah informant 

atau key informant. Infonnan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

orang yang dapat memberikan keterangan ~engenai  pernasalahan yang berkaiba dengan 



penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive samping yaitu dengan sengaja memilih 

inforrnan melalui berbagai macam pertimbangan rasional karena dianggap informan tersebut 

betul-betul bisa memberikan penjelasan terkait focus penelitian ini. ( Muhammad ldrus :2002: 125) 

Adapun inforrnan itu adalah Elit Muharnrnadiyah Kota Padangpanjnag yang meliputi 

13 orang Anggota Pimpinan hasil Musyawarah Daerah Ke 40 periode 2010-2015. Ditambah 

dengan para pimpinan majlis dan lembaga yang ada di jajaran PD. Muhammadiyah Kota 

Padangpanjang rnasa jabatan 2010-2015 serta beberapa informan dari lux struktur 

PD.Muhammadiyah Kota Padangpanjnag untuk mengkros-cek data yang ada. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna.( Masri Singarimbun : 1982: 263). Selain 

itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan 

lapangan, hasil wawancara, hasil diskusi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan, 

mengurut, mengelompokan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk disajikan secara 

deskriptif. 

Adapun dalarn penelitian ini model analisis data yang dipergunakan adalah model 

analisis interaktif. Model ini terdiri dari tiga ha1 utama yaitu : reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi. Ketiga komponen ini sesuatu yang jalin-menjalin (Interaktif) 

pada saat sebelum, selarna, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Oleh 

karena itu, peneliti dalam ha1 ini mencoba sedini mungkin melakukan pengorganisasian data 

sesuai dengan focus atau pertanyaan-pertanyan penelitian dan sesuai dengar, kronologis dari 



proses pengurnpulan data agar mudah melakukan reduksi,interpretasi dan verivikasi data yang 

ada. 

Model Analisis data Interaktif tersebut dapat disedehanakan dengan garnbar sebagai 

berikut : 

(Miles dan Huberman,l992) 



BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tentang Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang 

Tanggal 30 April -1 Mei 201 1 bertepatan 26-27 Jumadil Awal 1432 H Muharnmadiyah 

Kota PadangPanjang melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) ke 40 bertempat di Komplek 

Perguruan Kaufiian Muhammadiyah Padang Panjang. h4usyawarah Daerah (Musyda) merupakan 

sebuah mekanisme pemilihan berkala lima tahunan yang dijdikan oleh warga Muhammadiyah 

di tingkat Kabupaten dan Kota untuk memilih pimpinan persyarikatan yang diberikan 

kewenangan secara legal formal untuk menjalankan semua program kerja organisasi yang telah 

direncanakan. ( Taf idz  Keputusan Musyda Ke 40) 

Rotasi kepemimpinan menjadi ha1 yang penting bagi sebuah organisasi sebesar 

Muhammadiyah, spesial bagi Muhammadiyah kota PadangPanjang yang dinilai menjadi 

organisasi sosial keagarnaan terbesar di Kota tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi dari begitu 

banyaknya amal usaha Muharnrnadiyah yang mempunyai peranan penting dalarn menopang 

program-program pemerintah dan program-program kemasyarakatan. 

Musyda ke 40 yang diselenggarakan itu mengagendakan berbagai macam acara, namun 

agenda utamanya adalah melakukan pemilihan pimpinan Muhamrnadiyah Kota PadangPanjang 

periode 20 1 0-20 1 5. Periodesasi ini menjadi penting bagi penelitian ini karena memang dalam 

melihat pola perilaku elit Muhammadiyah akan dibatasi pada periode Pimpinan yang terbaru ini, 

sehingga orang-orang yang terpilih di Musyda ke 40 tersebut secara otomatis menjadi sumber 

u'ma dalam menghimpun data-data penelitian ini.(Tanfidz Keputusan Musyda ke 40) 



Secara teoritis elit dapat diartikan sebagai minoritas-minoritas pribadi yang dipilih atau 

diangkat untuk melayani suatu kolektivitas secara efektif dan bertanggungjawab kepada mereka.( 

Suzane Keller : 1995 :3) Maka elit Muharnrnadiyah artinya minoritas-minoritas pribadi yang 

dipilih melalui suatu mekanisme yang disebut Muktarnar kalau untuk Pimpinan Pusat, 

Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk pemilihan Pimpinan Wilayah dan Musyawarah Daerah 

(Musyda) Untuk memilih Pimpinan yang acia di tingkat Kabupaten dan Kota.(Suwarno : 2001:9). 

Pimpinan yang terpilih bertugas untuk melayani Muharrmadiyah sebagai suatu kolektifitas 

terorganisasi dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan sosial Muharnmadiyah dan demi 

kelanjutan organisasi tersebut. 

Sesuai dengan hasil Musya ke 40 Muhammadiyah Kota PadangPanjang tersebut maka 

telah disahkan oleh pimpinan sidang pada waktu itu yang dipimpin oleh Bapak H. Mirdas Ilyas, 

S.Ag hasil pemilihan anggota pimpinan Daerah Muharnrnadiyah PadangPanjang Batipuah X 

Koto periode 2010-2015 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 orang calon yang diajukan 

oleh Musyawarah Pimpinan. Ke tigabelas orang anggota pimpinan terpilih itu merupakan orang- 

orang yang mendapatkan suara terbanyak dari ke 39 calon yang diajukan oleh musyawarah 

pimpinan sebelumnya. 

Adapun ketiga belas orang tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Joni Nasri, S.Ag 

2. Drs. Fahrizal Alwis 

3. Zulfiadi Hutabarat, S.Ag.M.Si 

4. Syafiil Alwis, S.Ag 

5. Dr.H. Adirozal, M.Si 

6. Indra Madi, S.Ag 



7. Drs. Zulkarnain Harusn, M.Si 

8. Abdul Gafar, S.Ag 

9. Drs. H. Harmaini L.MM 

10. Drs. Sunar TS # 

1 1. Musriadi Musanif, S.Th.1 

12. Defrial Anwar 

13. H. Mirdas Ilyas, S.Ag. 

Inilah 13 besar dengan perclehan suara sesuai dengan nomor urut diatas. Proses 

selanjutnya adalah ketiga belas orang ini melakukan rapat formatur untuk menentukan siapa 

yang akan menjadi ketua Pimpinan Daerah, artinya perolehan suara terbanyak tidak serta merta 

secara otomatis langsung telpilih secara aklamasi menjadi ketua Pimpinan. Kalau itu yang terjadi 
I 

maka mestinya Bapak Joni Nasri , S.Ag lah yang terpilih menjadi ketua Pimpinan. 

Namun berdasarkan sidang formatur diputuskanlah untuk bisa ditetapkan Bapak Drs. 

Fahrizal Alwis sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PadangPanjnag Batipuah X 

Koto Periode 2010-201 5 yang selanjutnya diberi tugas untuk menyususn ke 13 orang anggota 

tersebut pada posisi-posisi yang telah diatur secara struktural oleh anggaran dasar dan anggran 

rumah tangga perserikatan. 

Maka berdasarkan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah PadangPanjang 

Batipuh X Koto Nomor 02 / Kep 1 111.0 / D / 201 1 Tanggal 18 Syaban 1432 H / 20 Juli 201 1 

diputuskan1;ah struktur pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang sebagai berikut : 

1. Ketua : Drs. Fahrizal Alwis 

2. Wakil Ketua : H. Mirdas Ilyas, S.Ag 

3. Wakil Ketua : Syafiil Alwis, S.Ag 



4. Wakil Ketua : Musriadi Musanif, S.Th.1 

5. Wakil Ketua : Indra Madi, S.Ag 

6. Wakil Ketua : Drs. Sunar 

7. Waki! Ketua : Dr.H.Adi Rozal, M.Si 

8. Wakil Ketua : Drs. H. Harrnaini L.MM 

9. Sekretaris : Drs. Zulkarnaini Harun. M,Si 

10. Wakil Sekretaris : Zulpiadi Hutabarat, S.Ag, M.Si 

1 1. Waki! Sekretaris : Joni Nasri, S.Ag 

1 2. Bendahara : Abdul Gafar, S.Ag 

13. Wakil Bendahara : Defiial Anwar, S.Pd.1 

Untuk lebih jelasnya tabel dibawah ini dapat menggambarkan tentang pembagian tugas 

dari masing-masing anggota pimpinan yang telah ditempatkan pada posisi-posisi secara 

strukturtal dalam perserikatan. 



Tabel : V.1. Pembagian Tugas dan Jabatan 13 Orang Anggota Pimpinan Daerah 

Muharnrnadiyah Periode 201 0-201 5 

NO 

Drs. Fahrizal Alwis 

NAMA 

Ketua 1 
H. Mirdas Ilyas, S.Ag 

( Indra Madi, S.Ag ( Wakil Ketua 

JAB ATAN 

Wakil Ketua 
Sebagai Koordinator 

a. MajlisTarjihdanTajdid 

Syafril Alwis, S.Ag 

Musriadi Musani f, S.Th.1 

Sebagai Koordinator Majlis Pendidikan Kader 
Wakil Ketua 

b. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting 
Wakil Ketua 
Sebagai Koordinator Majlis Tabligh dan Dakwzh 
Khusus 
Wakil Ketua 
Sebagai Koordinator 

a. Majlis Dikdasmen 
b. LPPK 

I Sebagai Koordinator 
a. Majlis Pelayanan sosial dan Kesehatan 

Sebagai Koordinator 
a. Majlis Ekonomi dm Pemberdayaan Masyarakat 
b. Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik 

Dr.H.Adi Rozal, M.Si 
b. Le&baga ~ e n a n ~ ~ u l a n ~ a n  Bencana 

Wakil Ketua 

Drs. Zulkarnaini Harun. M,Si I Sekretaris 

8 Drs. H. Harmaini L.MM 

I I 

1 12 1 Abdul Gafar, S.Ag I Bendahara I 

Wakil Ketua 
Koordinator 

a. Maj lis Wakaf dan kehartabendaan 
b. Lemba~a ZIS 

10 Zulpiadi Hutabarat, S.Ag, M.Si 

11 

Wakil Sekretaris 

1 I I I 

Sumber : SK PD.Muharnmadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.O/D/2011 

I 1 
JoniNasri,S.Ag 

1 3 

Wakil Sekretaris 

Defrial Anwar, S.Pd.1 Wakil Bendahara 1 



Selain 13 orang Anggota Pimpinan harian diatas, ada beberapa orang yang juga dianggap 

punya peran cukup penting dalam melaksanakan program-program perserikatm khususnya 

dalarn mengirnplementasikan kebijakan yang telah di rumuskan dan ditentukan tujuannnya. 

Orang-orang ini adalah yang menjadi pemimpin atau ketua di berbagai Majlis-majlis dan 

lembaga-lembaga yang ada di PD-Muhamrnadiyah Kota padang Panjnag. 

Secara jelas dan ringkas Nama Majlis!lembaga dan pimpinan yang &an 

bertanggungjawab melaksanakan program-program Majlis tersebut digambarkan dengan tabel- 

tabel dibawah ini . 

Tabel. V.2. MAJLIS TARJIH DAN TAJDID 

Drs. H. Mirdas Ilyas 1 

2 

3 

Koordinator 

5 

' 
Sumber : SK PD.Muharnrnadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.O/D/2011 

Ketua 

WakilKetua 

' 

1 Tabel. V.3. MAJLIS TABLIH DAN DAKWAH KHUSUS 

Gusharia Putra, S. Ag, MA 

Zuriadi, S.Pd.1 

1 

Anggota 

6 

Ade Sehabuddin, SH, MH 

Wahyu Salim 

Syafril Alwis 

Hasanuddin S.Ag 

Rafles Dt.Mangkuto Nan Itam 

Arab Mustakribah, S.Pd.1 

Drs.H.M. Taher Hanif, MA 

Syafnal, S.Ag. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Koordinator 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 



Tabel.V.4. MAJLIS PENDIDIKAN DAS AR DAN MENENGAH 
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Sekretaris Buchori,Dt. Lelo Marajo, S.Th.1 



B. Program kerja PD.Muhammadiyah Kota PadangPanjang yang berhubungan 
dengan Politik 

Ada banyak program yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Padangpanjang yang hendak diimplementasikan selama masa periode 20 10-20 15. Program- 

program tersebut secara rinci bisa dilihat pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Ke 40 

Muhammadiyah PadangPanjang Batipuah X Koto antara lain bisa digambarkan secara ringkas di 

bawah ini : 

1. Program Umum Perserikatan 

1.1 Program Konsolidasi Ideologis 

a. Visi Pengembangan 

Teraktualisasinya prinsip-prinsip, idealism dan konsep-konsep dasar gerakan 

yang inenunjukan keunggulan Muharnmadiyah sebagai gerakan Islam yang 

maju/modern serta berperan aktif-strategis dalam dinamika kehidupan umat, 

bangsa dan perkembangan Global. ( Tanfidz Keputusan Musyda ke 40) 

Dari visi pengembangan ini terlihat bahwa Muhammadiyah Kota PadangPanjang punya 

sebuah visi yang berkonsekuensi pada sebuah program yang mengharuskan Muharnmadiyah 

untuk dapat berperan aktif dan strategis dalam setiap dinarnika kehidupan masyarakat. Agenda 

Masyarakat artinya adalah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah- 

masalah publik dengan sebuah kebijakan publik yang efektif. Sehingga secara otomatis 

Muhamnladiyah Kota PadangPanjnag hams mampu bersinergi dengan pemerintah untuk 

melakukan kerjasama yang konstruktif. 



b. Program Pengembangan 

Untuk mengkongritkan visi pengembangan diatas maka Muharnmadiyah Kota 

PadangPanjang membuat beberapa program empirik yang dapat di implementasikan dalam 

rangka pencapaian visi yang telah ada antara lain : 

1. Mengintensifkan pembinaan selunh lini organisasi terrnasuk amal usaha, majlis, 

lernbaga dan organisasi otonom Muhamrnadiyah melalui berbagai usaha yang 

terintegrasi 

2. Meningkatkan posisi dan h g s i  perserikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan 

pemikiran, sehingga Miihammadiyah menjadi kekuatan strategis serta tenda besar 

bagi Umat, Bangsa dan Negara 

3. Mengembangkan Ideopolitor (Ideologi, politik dan Organisasi) 

4. Meningkatkan upaya-upaya pengorganisasian dan penyebaran kader potensial ke 

dalam lembaga-lembaga strategis untuk memerankan fimgsi, pencerahan, 

pembebasan, pemberdayaan dan pembangunan tatanan kehidupan. 

5. Menyusun dan memproduksi konsep-konsep pemikiran strategis dalam menghadapi 

isu-isu, masalah dan tantangan publik ( Tanftdz Keputusan Musyda ke 40) 

Program Umum Muharnrnadiyah Kota PadangPanjang diatas menggambarkan bahwa ada 

beberapa program yang mengarah pada sebuah keniscayam Muharnmadiyah PadangPanjang 

untuk memainkan peran politik aktif dalam rangka ikut serta dalanl mempengaruhi proses 

kebijakan publik dan memperjuangkan kepentinggan politik umat. 

Di dalam tanfidz keputusan Musyda ke 40 Muhammadiyah PadangPanjang Batipuah X 

Koto juga telah memutuskan beberapa program perbidang di masing-masing majlis dan 

lembaga yang ada di selingkunngan Muhammadiyah PadangPanjang mulai dari Program 



Eidang Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam sampai program bidang Ekonomi dan ZIS (Zakat, 

Infak, Shadaqah) dimana seluruh program-program tersebut juga menyertakan beberapa 

program yang menitikberatkan pada program-program sosial kemasyarakatan yang hams 

dikerjasamakan dengan stake holder formal yaitu pemerintah dengan berbagai macam usaha 

bargainingpotition yang efektif. ( Tanfidz Keputusan Musyda ke 40) 

Namun dari sekian banyak program ada beberapa program yang telah direkornendasikan 

oleh Pimpinan Daerah Muhamrnadiyah kota PadangPanja~g yang menjadi prioritas utama untuk 

segera dilaksanakan, dibawah ini adalah beberapa program rekomendasi yang peneliti anggap 

akan bersentuhan langsung dengan aktifitas politik elit dan secara langsung tentu elit akan 

menunjukan perilaku politik mereka. Adapun program tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan Kerjasama dengan organisasi sejenis, lembaga pemerintahan 

setingkat (Pemerintah Kota dan DPRD ) dan Organisasi lainnya (Partai Politik) 

2. Pemimpin diminta untuk memberdayakan potensi masyarakat guna meningkatkan 

kesejahteraan dan mengawal masyarakat dalam mengawasi kebijakan-kebijakan 

pemerintah kota 

3. Meminta Pemerintah Kota untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap 

beberapa persoalan urnat yang direkomendasikan oleh Muhamrnadiyah Kota 

PadangPanj ang 

4. Mengupayakan lobi yang intensif kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan 

fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan perserikatan. 

5. Melakukan pembicaraan dengan pemerintah kota agar bisa memasukan ke dalam 

APBD kota anggaran yang dialokasikan untuk Muhamrnadiyah. 



6. Membuat satuan Khusus untuk menyiapkan proposal dan mengadakan pendekatan 

terhadap beberapa lembaga baik ditingkat daerah, Nasional dan internasional. 

7. Memperluas kerjasarna produktif, kerjasama dengan investor, seperti apotik, 

pertokoan dan sebagainya. ( Tanfidz Keputusan Musyda ke 40) 

C. Deskriptif Tentang Hubungan Elit Pimpiuan Ma~harnrnadiyah Kota 

Padangpanjang dengan Kekuasaan 

Dalarn hubungannya dengan kekuasaan elit Muharnrnadiyah Kota Padangpanjang secara 

urnum menunjukan gejala yang cukup positif artinya Muhammadiyah dapat menjaga 

kelanggengan dan keharmonisan dalam setiap aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan. 

Berikut ini akan digambarkan bebepa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa 

oraqg elit Muhamrnadiyah Kota PadangPanjang ierkait bentuk Hubungan Muhammadiyah 

dengan Kekuasan . 

Ketua PD.Muhamrnadiyah Kota PadangPanjang Drs. Fahrizal Alwis dalam sebuah 

wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Oktober 2012 via handphone menuturkan bahwa : 

" Muharnrnadiyah dan pemerintah yang selama ini saya ketahui, sepanjang saya aktif di 
Muharnmadiyah Pabasko ini, baik periode sebelum ini maupun setelah saya menjadi ketua 
belum ada te rjadi sebuah pertikaian, Bapak wali kota kita kan orang Muhamrnadiyah, jadi kita 
hams saling mendukung". 

Kemudian terkait program dan kebijakan pemerintah selama ini ketua Muharnrnadiyah 

Kota PadangPanjang ini berbendapat bahwa: 

" Muhammadiyah tentu benuaha sekuat mungkin agar kebijakan pak Wali Kota itu 
mendukung program-program perserikatan, ada banyak program yang telah kami 
rekomendasikan dan disosialisasikan ke Pemerintah agar dapat direalisasikan dan 
Muharnmadiyah siap mendukung serta bekerja sama". 

Fahrizd Alwis juga menjehkan bahwa sejauh ini, sejak Kota PadangPanjang dipimpin 

oleh Bapak Suir Syam ada banyak ha1 yang dapat dikerjasamakan antara Muharnrnadiyah dan 



Pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah 

sosialkeagamaan dan pendidikan, baik ke rjasama dalam perumusan kebijakan bahkan sarnpai 

kepada hal-ha1 operasional program dengan mekanisme memberikan kepercayaan kepada 

Muharnmadiayah untuk mengimplementasikan program tersebut. Contohnya adalah program 

pemberdayaan masyarakat, tidak sedikit Mubaligh Muhammadiyah yang terlibat dalarn program 

ini, jadi intinya saling mendukung. 

Wawancara dengan elit yang lain pada tanggal 13 Oktober 2012 di rumah Indra Madi 

salah seorang Wakil Ketua PD Muhamrnadiyah Kota PadangPanjang dengan konteks pertanyaan 

yang sama ia menjawab bahwa : 

" Kami ini baru diangkat, belum sampai 2 tahun ini menjadi pengurus Muhamrnadiyah 
Kota PadangPanjang, namun sejauh ini saya merasakan tidak ada masalah yang mendasar 
dengan penguasa, semuanya datar-datar saja, Muhammadiyah selama ini telah melakukan 
beberapa kali audiensi dalam rangka menyampaikan program-program kerja sama dan 
mensosialisasikan beberapa program rekomendasi yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah 
dalam Musyda tahun lalu" 

Wawancara dengan Zul karnain Harun sekretaris PD.Muhamrnadi yah Kota 

PadangPanjang via Handphone pada hari yang sama tanggal 13 Oktober dari rumah bapak Indra 

Madi juga menyampaikan ha1 yang harnpir senada bahwa : 

" Selarna ini pemerintah sangat akomodatif, jadi Muharnrnadiyah bisa bekerja sama 
dengan baik. Bapak wali itu kan dekat dengan Muharnrnadiyah sejak dia terpilih dulunya, salah 
satu faktor kemenangan dia waktu pemilihan dulu adalah karena derasnya dukungan dari 
Muharnmadiyah, jadi kita sangat dekat dengan beliau, semua kebijakan-kebijakan yang diambil 
sejauh ini tidak ada ymg bersebmgan dengan agenda Muhammadiyah". 

Wawancara lain, yaitu dengan Bapak Defrial Anwar Wakil Bendahara PD, 

Muhammadiyah Pabasko di rumah beliau pada tanggal 13 Oictober 20 12 mengungkapkan 

bahwa: 

" Hubungannya sangat baik, Pengurus Muharnmadiyah periode ini punya kedekatan 
yang kuat dengan pak wali, hampir semua kami secara structural adalah bawahan pak Wali 
karena hanya 2 orang dari kami yang tidak PNS dan dua orang lagi pensiunan, jadi 



bagaimanapun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di kota Padangpanjang dengan walikotanya 
tentu hams bisa menjaga hubungan baik, mengenaik program pemerintah saya kira tidak ada 
ymg jadi masalah, ada banyak kegiatan pemerintah yang bisa dipastikan Muharnmadiyah pasti 
terlibat dan berperan serta deilgan baik". 

'Wamun d a  satu keputusan Muhammadiya\l barn-baru ini yang agak dihiraukan oleh 
Wali Kota yaitu tentang keputusan mengawali ibadzh puasa, waktu itu pak wali tetap pada 
jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, padahal sebelumnya Bapak Wali Kota 
dalarn hal yang seperti ini biasanya sepakat dengan Muhamrnadiyah, tetapi ini tidak menjadi 
masalah yang besar karena Muharnrnadiyah saya lihat juga menerima dengan legowo keputusan 
tersebut" 

Wawancara dihari selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2012 dengan Syafril Al~vis salah 

seorang Wakil Ketua PD.Muhammadiyah Kota Padangpanjang di rurnah beliau masih terkait 

dengan Hubungan Muharnrnadiyah dengan. kekuasaan menyampaikan bahwa : 

" Muharnmadiyah dalam kepengurusan periode ini sudah memulai dan membangun 
sebuah komunikasi yang intensif karena karni ingin semua program-program yang telah 
dirumuskan bisa didukung oleh pemerintah, salah satunya adalah yang saat ini sedang 
diusahakan sekali adalah adanya alokasi anggaran APBD yang diposkan secara khusus untuk 
Muhammadiyah Kota Padangpanjang, karena kami meyakini sebagai ormas keagamaan paling 
besar di Kota Padangpanjang ini clan memiliki amal usaha yang juga bisa menopang program 
pemerintah dengan anggaran yang jelas tentu dapat ~nengefektifkan program tersebut". 

Wawancara dengan Musriadi Musyanif tanggal 14 Oktober 2012 di rumah beliau 

terungkap beberapa ha1 beliau menyatakan bahwa : 

" Secara spesifik belum pernah ada pola hubungan Muharnmadiyah yang begitu 
fenomenal baik hubungan yang positif maksudnya ke rjasama yang besar maupun hubungan 
negatif yaitu hubungan yang berefek pada ketegangan 1 konflik antara Muhamrnadiyah dengan 
Pemerintah seperti Hubungan Muhamrnadiyah Pusat dengan Pemerintah SBY saat ini atau lebih 
pasnya Pak Din dengan SBY. Jadi Semua biasa-biasa saja, berjalan apa adanya karena saya kira 
kita sama-sama nyaman dengan kondisi in< Muhamrnadiyah diberikan dukungan baik moril 
maupun materil oleh penguasa begitu juga sebaliknya. Secara pribadi mungkin saya yang agak 
bisa memperlihatkan sikap kritis, itu pun karena profesi saya sebagai seorang wartawan yang 
mau tidak mau kadang-kadang hams menulis berita apa adanya sesuai fakta terkait kebijakan dan 
kinerja pemerintah, namun itu tidak pula membuat hubungan Muharnrnadiyah dengan 
Pemerintah menjadi tidak baik, jadi secara umurn semuanya normal saja" 



Selanjutnya pada hari yang sama wawancara dilakukan dengan Edi Rozal salah seorang 

Wakil Ketua PD.Muhammadiyah Kota PadangPanjang via Handphone beliau mengatakan 

bahwa : 

" Muharnmadiyah dan Pemerintah sejak dulu selalu membangun sinergitas untuk saling 
mendukung, begitu banyak agenda-agenda pemerintah kota yang berkaitan dengan masalah umat 
mengikutsertakan Muhammadiyah bahkan Muharnmadiyah menjadi ujungt ombak dalarn ranah 
implementasinya, begitu juga sebaliknya program-program Muhammadiyah banyak mendapat 
dukungan baik moral maupun materil. Secara pribadi saya sangat mengetahui bahwa Wali Kota 
saat ini dekat dengan Muhanunad'~yah". 

Dari sejumlah wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pimpinan 

Muharnmadiyah di atas dapat digambarkan bahwa para pimpinan sepertinya sepakat melihat 

hubungan Muharnmadiyah dan Pemerintah relatif baik dalam arti kerja sama yang dibangun 

hingga saat ini telah mewujudkan berbagai kegiatan yang saling mendukung dalarn 

merealisasikan program Muharnrnadiyah dan kebijakan Pemerintah 

Hubungan ini te rjadi karena ada kecenderngan pola budaya politik yang diperankan oleh 

Muhammadiyah yang berorientasi pada budaya politik yang evaluatif. Menurut Afan Gafar 

(2002: 100) budaya politik evaluatif akan menciptkan perilaku partisipatif dari para individu atau 

warga Negara dalam merespon kinerja sistem politiknya. Oleh karena itu dalarn konteks 

Muharnmadiyah Kota PadangPanjang secara keseluruhan dari hasil wawancara menggambarkan 

bentuk partisipasi politik yang memadai telah dilakukan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah 

Kota PadangPanjang dalam hubungannya dengan pemerintah 

Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pada elit untuk selalu berperan serta dalam setiap 

proses kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara antara lain 

lobi-lobi individu, ikut serta dalarn merumuskan dan mengimplementasikan program, 

memberikan masukan bahkan sampai pada tahap mempengaruhi anggaran agar ada pos untuk 

Muharnmadiyah dalam melancarkan kegiatan-kegiatan Perserikatan. 



D. Deskripsi Tentang Hubungan Elit Pimpinan Muhammadiyah Dengan Partai 

Politik 

Sdah satu program utarna yang direkomendasikan pada Musyda ke 40 adalah agar 

pimpinan melakukan pengembangan ke rjasama dengan organisasi sejenis dan organisasi politik 

untuk saling mendukung dalam ha1 kemaslahatan umat. Organisasi politik yang dimaksud 

adalah partai politik yang berada di selingkungan kota PadangPanjang. 

Dalarn konteks hi temuan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa 

elit Pimpinan Muharnmadiyah Kota PadangPanjang agak beragam dari temuan sebelumnya 

tentang hubungan Muhammadiyah ( para pemimpinnya ) dengan kekuasaan (Pemerintah). 

Keberagaman ini muncul karena masing-masing pimpinan punya orientasi sendiri-sendiri 

tentang partai politik. 

Hal ini disebabkan karena adanya sikap Muhammadiyah yang diputuskan dalam 

Mukamar Muharnrnadiyah di Ujung Pandang tahun 1971 yang menyatakan bahwa 

Muhammadiyah tidak akan berafiliasi dengan partai politik manapun secara organisatoris. 

Tetapi dengan catatan bahwa para anggota/kader Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan 

aspirasi politiknya melalui partai politik yang tidak merugikan Islam. (Syafii Maarif : 1987 : 

11). Inilah dasar utama mengapa pada akhirnya dalam urusan parpol para elit Muharnmadiyah 

cendrung agak bersikap berlainan satu sama lainnya. 

Satu ha1 yang menjadikan penelurusan hubungan pimpinan Muharnrnadiyah dengan 

Partai Politik lebih menarik adalah bahwa saat ini Kota Padang Panjang secara politik suhunya 

agak sedikit naik karena tidak berapa lama lagi atau sekitar awal tahun 2013 ini akan digelar 

pesta rakyat yaitu pemilihan kepala Daerah periode 201 3-2018 dimana untuk saat ini sudah 

mulai berrnunculan para calon kandidat yang akan bersaing, dan diantaranya merupakan kader- 



kader Muhammadiyah clan tentu akan berharap banyak untuk mendapatkan dukungan dari 

warga Muhammadiyah yaag berada di PadangPanjang yang dianggap punya suara signifikan 

karena memang kota PadangPanjang merupakan basis Muhanimadiyah. 

Maka dalam hubungannya dengan Partai politik para pimpinan Muharnmadiyah Kota 

PadangPanjang dapat digambarkan melalui hasil wawancara peneliti berikut ini. Wawancara 

dengan Indrarnadi salah seorang Wakil Ketua di rurnahnya pada hari yang sama terungkap 

beberapa ha1 aktifitas para elit secara personal d a l m  hubungannya denga partai politik antara 

lain saat ini ada beber~pa pimpinan yang mulai intens berkomunikasi dengan salah satu partai. 

" Pak sekretaris contohnya saat ini terlihat sangat dekat dengan Bapak wakil Wali Kotas 
yang notabene saat ini sedang menyiapkan diri untuk terjun di pilkada dalam waktu dekat 
ini, banyak kegiatan-kegiatan politis seperti menyambangi beberapa parpol yang 
dianggap bisa nantinya menjadi perahu politiknya, dengan Muhammadiyahpun secara 
terselubung pak sekretaris juga sering mengajak pak Edwin terlibat dalam beberapa acara 
Muharnmadiyah Kota Padangpanjang" 

Dikonfirmasi ke Zulkkarnain Harun Sekretaris Umun PD Muhamrnadiyah lewat telpon 

beliau membenarkan kedekatannya dengan Bapak Wakil Wali Kota, beliau menjelaskan bahwa: 

" Kita selalu melakukan komunikasi, sebagai pimpinan Muhammadiyah saya punya 
hubungan baik dengan pemerintah dalam rangka membangun kerjasama untuk kepentingan 
masyarakat, namun saat ini memang agak intens, terkait maju di pilkada saya m a  
Muhammadiyah punya aturan main yang jelas dalarn Khittahnya, namun secara personal tidak 
ada salahnya saya berusaha mendukung orang Kader Muhammadiyah untuk bisa maju ke kursi 
PadangPanjang 1 ini." 

Wawancara bersama Bapak Musriadi Musanif di rurnahnya pada hail yang sama cukup 

memberikan garnbaran terkait peta hubungan elit Muhammadiyah ini dengan partai politik dia 

menjelaskan bahwa : 

" saya kira dari sisi ini ada keberagaman yang mencolok dari masing-masing pimpinan. 
Misalnya Pak Mirdas Ilyas, beliau punya hubungan dekat (family) dengan Suir Syam 
(Walikota), dulu waktu beliau ketua Muhammadiyah sangat jelas sekali bahwa Muhammadiyah 
seperti di giring ke Partainya pak Wali Kota yaitu PAN, sementara saat ini pak walikota telah 
pindah partai ke Gerinrda maka bisa saja bapak Mirdas juga akan lebih banyak berkomunikasi 



dengan partai itu. Kemudian Bapak IndraMadi, beliau itu dulu adalah sekretaris Umum di PAN 
kota PadangPanjang, dia punya hubungan psikologis yang cukup kuat dengan PAN, terbukti dia 
saat ini masih melakukan komunikasi efektif dengan partai tersebut, apalagi digadang-gadang 
Bapak H. Eko Furkani ketua PAN saat ini juga akan maju di Pilkada nanti. Antara mereka 
punya kedekatan emosional pula, pak Eko juga kader Muhamrnadiyah. Lain lagi dengan Bapak 
edi Rozal yang kita kenal sebagai sa1ah satu Cteklarator Onnas Nasdem, saat ini telah berdiri 
pula partai Nasdem dimana para pengurus partai tesebut mayoritas adalah kader terbaik 
Muhamrnadiyah kota PadangPanjang, sebut saja Bapak Hamidi mantan Ketua DPRD Kota 
Padangpanjang beliau Muharnrnadiyah tulen, kemudia Bapak Yandri Naga sekarang Sekretaris 
Partai Nasdem beliau mantan ketua majlis Dikdasmen PD-Muhammadiyah Kota 
Padangpanjang, maka sebagai pimpinan Muhamrnadiyah Bapak Edi Rozal yang juga deklarator 
Ormas Nasdem sedikit banyaknya tentu berkeinginan Muhammadiyah menjadi pilar dari 
kemenangan Partai Nasdem tersebut, ungkap Musriadi". 

Melalui media fecebook peneliti rnelakukan wawancara dengan Yandri Naga Sekretaris 

Partai Nasdem yang mana beliau adalah kader Muhammadiyah terkait Hubungan Pimpinan 

Muhammadiyah saat ini dengan partai yang beliau pimpin, mengungkapkan bahwa : 

" Saya kira kader Muhamrnadiyah sangat cerdas dalam ha1 memilih partai yang akan 
mereka dukung, apalagi Muhamrnadiyah telah tegas menyatakan memberikan kebebasan 
kepada kadernya untuk berafiliasi dengan partai manapun, dan yang perlu diingat khittah 
Muharnmadiyah sudah jelas bahwa Munammzldiyah secara organisatoris tidak punya hubungan 
apapun dengan partai politik manapun jadi biarkanlah pimpinan tersebut untuk menentukan 
pilihannya sendiri". 

Wawancara dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota PadangPanjang Fahrizal Alwis 

tentang keberagaman pilihan dan kecendrungan pimpinan terhadap beberapa partai serta sepak 

terjang yang dimainkan oleh para pimpinan menjelang pemilukada beberapa saat lagi beliau 

menjelaskan bahwa: 

" Selagi tidak ada aturan main yang dilanggar semuanya tidak menjadi masalah, mereka 
punya naluri politik masing-masing, mereka punya daya tarik masing-masing pula termasuk 
daya tarik mereka sebagai pengurus Muhammadiyah, yang penting jangan menjadikan 
Muhammadiyah sebagai mesin politik, artinya hams bisa menempatkan diri sebagai personal 
dan sebagai pimpinan, kaiau kerjasama Muharnrnadiyah dengan tokoh politik itu sudah sering 
dilakukan, jadi tidak menjadi persoalan. Muhamadiyah tetap menjadi omas keagamaan yang 
selalu aktif melakukan kerjasama dengan semua pihak demi kepentingan urnat" 

Dari petikan hasil wawancara diatas dapat digambarkan betapa para pimpinan 

Muharnrnadiyah Kota PadangPanjang menunjukan keberagaman yang cukup banyak dalam 



menentukan pilihan terhadap hubungan dengan partai politik yang ada di Kota PadangPanjang. 

Hzl ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Setidaknya alasan 

identifikasi primodial dan pengaruh personal cukup kental mempengaruhi preferensi mereka. 

Identifikasi primordial misalnya di tunjukan karena pengaruh kekerabatan, kesukusan, 

kedaerahan dan adat istiadatltradisi. Sementara faktor personal biasanya dilatari oleh ketokohan 

atau figur yang ada disuatu kelompok. (Sudijono Sastroatrnojo: 1995:228) 

E. Karakteristik dan Faktor Pendorong Perilgku Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota 

Padang Panjang 

Dinamika hubungan elit Muhamrnadiyah dengan kekuasaan (Pemerintah) yang telah 

digambarkan dimuka dengan memaparkan beberapa hasil wawancara dengan para Pimpinan 

Muhammadiyah Kota Padang Panjrrng terlihat bahwa masing-masing pimpinan mengemukakan 

Pemerintah Kota PadangPanjang selama ini telah memberikan konstribusi yang begitu banyak 

terhadap dinamika kinerja Pimpinan dalarn melaksanan program-program penting 

Muhammadiyah, dilain pihak Para elit Muhammadiyah juga sependapat bahwa kebijakan- 

kebijakan Pemerintah Kota juga tidak satupun yang menyimpang atau berlawanan dengan 

khittah perjuangan Muharnmadiyah. 

Ada dua pola atau karakteristik yang dianggap akan menjadi pilihan dalam melihat 

perilaku politik elit Muharnrnadiyah Kota PadangPanjang yaitu pertama Karakteristik 

Kooperatif-kritis yang ditandai dengan sikap dan perilaku jika berhadapan dengan suprastruktur 

(kekuasaan) para elitnya tidak pernah berupaya untuk hanya sekedar mengambil hati (menjilat) 

penguasa agar terus bisa langgeng, namun hams bersikap obyektif, rasional, adil, bijak dan 

representative. Dalam ha1 ini mestinya pada pimpinan Muhammadiyah harus secara tegas pula 

menunjukan sikap kritis yang konstruktif terhadap penguasa. 



Kemudian yang kedua adalah karakteristik Kooperatif - Akomodatif, Perilaku ini 

cenderung digambarkan dengan dekatnya para elit Muhammadiyah dengan penguasa, dengan 

saling mendukung program satu sama lain. Terjadi begitu banyak consensus sehingga kurang 

mampu bersikap kritis karna lebih akomodatif. 

Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari kenyataan yang didapat dalam penelitian ini 

adalah bahwa karakteristik perilaku politik elit Munammadiyah Kota PadangPanjang periode 

20 10-201 5 saat ini kecenhngan mengarah pada polalkarakteristik perilaku politik yang 

Kooepratif-Akomoidatif. 

Sementara itu dalam hubungannya dengan partai politik para elit Muhamrnadiyab 

Kota Padangpanjang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pendorong bagi 

mereka untuk melakukan kegiatan komunikasi balkan mendukung salah satu partai politik yank 

ada di Kota PadangPanjang adalah karena pertama karena faktor hubungan primordial yaitu 

Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat 

istiadat. Dengan dernikian ketika seseorang mengeskpresikan perilah politiknya, kemungkinan 

yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, d m  

adat istiadat, setidaknya demikianlah yang perlihatkan oleh salah seorang Pimpinan yaitu 

Mirdas Ilyas. 

Kemuadian faktor yang kedua adalah karena Faktor personal biasanya disandarkan 

kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. 

Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang 

diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya. Dalam ha1 ini dapat dipahami ketika 

seseorang mampu mengidentifiaksi para tokoh dengan segala rekarn jejaknya, termasuk partai 



politiknya. Hal inilah yang diperlihatkan oleh beberapa pimpinan Muhammadiyah seperti yang 

dilakukan oleh Indra Madi, Zulkarnain Harun, dan lainnya. 

Pada pimpinan yang lain, selain nama-nama yang telah disebutkan dalam wawancara 

tadi pada hakekatnya memiliki pandangan yang sama soal hubungan mereka dengan Parpol, 

Sebagian besar pimpinan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tentu tidak akan leluasa 

berhubungan dengan parpol tetapi berhubungan dengan tokoh parpol apalagi mereka kader 

Muhammadiyah terus dilakukan dengan sangat hangat. 

Beberapa fakta yang lain adalah pimpinan yang lain memiliki kecendrungan yang 

berbeda, misalnya Defiial Anwar dan Abdul Gafar lebih sering terlihat beraktifitas dengan 

Bapak Zulkarnain Harun yang nota bene saat ini sedang intens dengan BapaK Edwin Wakil 

Wali Kota PadangPanjang yang juga akan maju dalam Pilkada. Kemudia Syafril Alwis dan 

Zulpiadi Hutabarat merapat ke kubunya Indra Madi yang lebih intens berhunungan dengan 

PAN, begitu juga pimpinan yang mengarah orientasi parpolnya ke Partai Nasdem. 

Namun Intinya seperti yang disarnpaikan oleh Ketua Umum PD.Muhammadiyah 

Kota PadangPanjang Bapak Fahrizal Alwis bahwa, sebagai pribadi para pimpinan 

Muhammadiyah ini memiliki kebebasan untuk mengisi ruang politik dimana dan kapanpun asal 

dengan catatan penting jangan membawa Muhammadiyah secara organisasi terlibat dalam 

praktek politik praktis. 

Harapannya adalah setiap serpang te rjang yang dimainkan para elit Muhammadiyah 

ini hendaknya memiliki nilai tambah bagi organisasi Muhammadiyah Kota PadangPanjang 

dalam rangka merealisasikan program-program kerja yang telah dirumuskan demi kepentingan 

Umat dan mengembangkan ma1  usaha Muhammadiyah. 



BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpul an 

1. Pola atau karakteristik perilaku elit Muhammadiyah Kota PadangPanjang dalarn 

hubungannya dengan kekuasaan yaitu Pemerintah Kota PadangPanjang terkait 

dengan peran Muhammadiyah dalarn proses kebijakan Pemerintah mempunyai 

kecenderungan pada karakteristik yang Kooperatif-Akomodatif yaitu mampu selalu 

berpartisipasi aktif dan bekerjasama secara baik tanpa ada terindikasi konflik 

walaupun sedikit. Akomodatif artinya Para pimpinan Muharnmadiyzh merasa semua 

kebijakan Pemerintah Kota sejalan dan sesuai dengan agenda Masyarakat secara 

Umum serta Muharnrnadiyah secara Khusus. 

2. Sementara Faktor yang mendorong pimpinadelit Muhammadiyah melakukan 

Hubunagan dengan Partai Politik dipengaruhi pada dua ha1 yang mendasar yaitu 

faktor identitas Primordial yaitu memilih dekat dengan partai atau tokoh politik 

karena ada kedekatan hubungan pribadi seperti family dan kedekatan tradisi seperti 

karena Orang Muhamrnadiyah. Kedua karena faktor Personal yaitu kedekatan para 

elit dengan tokoh atau figure dari partai tersebut baik karena Muhammadiyahnya 

maupun karena kedekatan emosional elit dengan tokoh tersebut. 

3. Perilaku politik yang semacam ini tidak mengganggu secara banyak terhadap kinerja 

perserikatan Muhammadiyah Kota Padangpanjang, walaupun ada sedikit 

keberagaman pandangan namun tidak mempengaruhi organisasi dalam 

mengembangkan kegiatan yang telah dirurnuskan. 



B. SARAN 

1. Sebagai Ormas Islam yang cukup punya pengaruh di Kota PadangPanjang mestinya 

Para elit 1 Pimpinan Muhamrnadiyah hams bisa meningkatkan naluri kritisnya 

terhadap semua program dan kebijakan pemerintah kota. Bekerjasama tentu 

merupakan satu ha1 yang harus dipelihara, namun sebagai civil society 

Muharnmadiyah yang di pelopori oleh elitnya bisa menjaga jarak untuk 

mengefcktifkan fingsi pengawasan, fingsi katalisasi, dan h g s i  kristis sehinngga 

Muharnrnadiyah bisa n~er?yuara!!an aspirasi akar rumpun dengan baik dm berani. 

2. Dengan banyak kader Muhamrnadiyah yang terjun ke panggung politik praktis 

hendaknya pada elit juga menyeleksi kader potensial yang punya peluang besar untuk 

dapat menduduki kursi kekuasaan dengan malakukan diskusi internal secara formal 

sehingga walailpun merupakan pilihan personal sedikit banyalcnya tentu akan 

mempengaruhi citra Muhammadigah, oleh karena itu keberagaman tersebut bisa 

dikelola secara elegan. 

3. Bagi Muharnrnadiyah secara organisasi melalui pimpinan disarankan untuk lebih 

membuat program-program yang memiliki dampak empiric bagi warga 

Muhamrnadiyah secara Khusus dan Masyarakat secara umum. 
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TANFIDZ KEPUTUSAN 
MU$YAWARAH DAERAH KE 40 

MUHAMM;AIDIYAN PADANG PANJANG BATXPUH X KOTO 
, 

DISELENGGARAKAN 
PADA TANGGAL 

BERTEMPAT 
KAUMAN MUHAMMADIYAH 

PADANG PANJANG 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 



P W l N A N  DAERAH MUHAMMADlYAH 
PADANG PANJANG-BATIPUH-X KOTO 

SURAT KEYUTUSAN 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

NO:04/KEP/I I .O/D/2011 

TENTANG 

TANFIDZ KEPUTUSAN M U S Y A W W  DAERAH KE 40 MUHAMMADWAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

~ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko 

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 Muhammadiyah Padang 
Panjang Batipuh X Koto tanggal 26-27 Jumadil Awal atau 
bertepatan dengan tanggal 30 April- 1 Mei 20 1 1; 

Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Musyawarah Wilayah ke-40 telah diambil 
secara sah sesua ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga; 

2. Bahwa oleh karena itu perlu segera ditanfidzkan dengan surat 
keputusan agar segera dapat dilaksanakan; 

Mengingat : Anggaran Dasar Muharnmadiyah, Pasal 12,25 dan 34; 
hgga ran  Rumah Tangga Muhamrnadiyah, Pasal 8, 1 1, 15,24 dan 
30; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO TENTANG TANFIDZ 



KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KE-40 
MUHAMMADIYAH PABASKO 

Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 yang 
dilangsungkan pada tanggal 26-27 Jurnadil Awal atau bertepatan 
dengan tanggal 30 April-1 Mei 2011 di Padang Panjang seperti 
terlampir dalam surat keputusan ini; 

Kedua : Keputusan Musyawarah Daerah ke-40. tersebut dapat dijadikan 
sebagai pedoman dan rujukan dalarn pengambilan kebijakan dan 
pelaksanaan kegiatan di tingkat Cabang dan Ranting, kecuali 
keputusan yang memerlukan tindak lanjut akan disusun dalam 
aturan tersendiri 

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tangga ditetapkan 

Ditetapkan di : Padang Panjang 
Pada tanggal : 09 Dzulkaedah 1432 H 

07 Oktober 201 1 M 

PIMPINAN DAERAH MUHNMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUIQ X KOTO 

Drs. FAHlUZAL ALWIS 
NKTAM : 566626 

Drs. ZULKARNAIN HARUN, M.Si 
N K T M .  927957 

Ternbusan : 
1. PP Muhammadiyah Yogya 1 Jakarta 
2. PWM Sumatra Barat di Padang 
3. Arsip 



Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammad iyah Padang Panjang Batipuh X 
Koto Nomor : 02 I Kep I 111.0 I D I 201 1 tanggaI 09 Dzulkaedah 1432 H / 07 Oktober 
2011 M 

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KE-40 
MUHAMMADNAH PADANG PANJANG BATLPUH X KOTO 

Musyawarah Daerah ke-40 yang diselenggarakan pada tanggal tanggal 26-27 Jurnadil Awal 
atau bertepatan dengan tanggal 30 April- 1 Mei 20 1 1 bertempat di Kauman Muhanmadiyah 
Psldang Panjang, setelah menyimak dan mencermati dengan seksama : 

I .  Sambutan Wakil Walikota Padang panjang, Ir. H. Edwin, SP 
2. Sambutan Kctua Pimpinan Wilayah Muharnmadiyah Sumatera Barat Drs. Ha: Dasril lliyas 
3. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Daerall Muhamrnadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto, Drs. 

H. Misdas lliyas. 
4. Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto. 
5. Program Daerah Muhammadiyah Pabasko 201 0-20 1 5. 
6. Rekomendasi Musyawarah Dnerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto 
7. Hasil PemiIi han Anggota Pimpinan Daerah Muhamrnadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto, 

Periode 20 10-20 15. 
8. Tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul-usul peserta Musyda yang 

disarnpaikan dalam sidang pleno dan sidang komisi. 

MEMUTUSKAN 

I. PIMPINANAN DAERAH MUT-I[AMMN)IYAH PADANG PANJANG BATIPUH X 
KOTO 2005-2010 
A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Daerah Muhanmadiyah Padang 

Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015 sebanyak 13 orang dari h a i l  
pemilihan 39 calon yang diajukan oleh Musyawarah Pimpinan, sesuai perolehan 
suara, sebagai berikut : 
I .  Joni Nasri, S.Ag 
2. Drs. Fahriml Alwis 
3. Zulfiadi Hutabarat, S.Ag. M.Si 
4. Syafril Alwis, S.Ag 
5. Dr. H. Adiro~al, M.Si 
6. Indra Madi, S. Ag 
7. Drs. Zulkarnain Harun, M.Si 
8. Abdul Gafar, S.Ag 
9. Drs. H. Harmaini L.MM 
10. Drs. Sunar. TS 
1 i . Musriadi Musanif, S.TIi.1 
12. Defrial Anwar, S.Pd.1 
13. H. Mirdas Ilyas, S.Ag. 



B. Menetapkan Drs. Fahrizal Alwis sebagai Ketua Pirnpinan Daerah Muhanunadiyah 
Padang Panjang Batipuh X Koto periode 20 10-20 15. 

KK. LAPORAN PIMPINAN DAERAH MUI31AMMADIYAH PADANG PANJANG 
BATIPUH X KOTO PERIODE 2010-2015. 
Menerima laporan Pimpinan Daerah padang Panjang Batipuh X Koto periode 2005-20101 
dengan beberapa catatan sebagain~ana tersebut dalam lampiran 1.  

1II.PROGRAM DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATLPUH X 
KOTO 2010-2015. 
Mengesahkan Rancangan Program Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto 
periode 201 0-201 5 sebagai program Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto 
periode 201 0-201 5 sebagai tersebut dalam lampiran 2. 

IT. REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH KE-40 MUHAMMADIYAH PADANG 
PANJANG BAI'IIPUH X KOTO 
Mengesahkan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Daerah Padang Panjang Batipuh 
X Koto ke-40 sebagai Rekomendasi Musyawarah Daerah Padang Panjang Batipuh X 
Koto sebagaimana tersebut daiam larnpiran 3. 

V. PENGORGANISASIAN PIMPINAN DAERAH MlMAMMADIYhFI PADANG 
PANJANG RATPUH X KOTO. 
Mengesahkan Rancangan Pengorganisasian Pimpinan Daerah Padang Panjang 
Batipuh X Koto sebagai Pengorganisasian Pimpinan Daerah Padarg Panjang Bgtipuh 
X Koto sebagai tersebut dalam lampiran. 

Ditetapkan di : Padang Panjang 
Pada tanggal : 09 Dmlkaedah 1432 H 

07 Oktober 20 1 1 M 

Pimpinan Sidang, 

H. Mirdas Iliyas, S.Ag 



Lampiran 1 

KEPUTUSAN 
MUSYAWARAH DAERAH KE-40 

TENTANG 

L A P O W  PIMPINAN MJJHAMMADIYAH DAERAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

PERIODE 2005-2010 

Menerima Laporan Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto dengan catatan 

sebagai berikut : 

1. Untuk pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko periode 201 0-201 5 diharapkan diisi 

ole11 orang-orang yang bisa bekerja, punya komitmen, dan waktu. 

2. Pembinaan yang intensif terhadap cabang dan ranting Muhammadiyah se Pabasko. 

3. Penyusunan Stzltuta permanen bagi seluruh badan-badan dan lembaga dibawah 

lingkungan kerja PDM Pabasko. . 

4. Melakukan evaluasi kine rja PDM secara menyelm!uh setahu sekali. 

5. Melakukan reshuffel terhadap unsur pimpinan yang tidak dapat lnematuhi aturan 

persyarikatan. 

6. Penetapan sistem pergantian ortom yang hams direkomendasikan oleh persyarikatan, 

baik sebeium maupun seuidah penyelenggaraan pergantian pimpinan ortorn. 



Lampiran 2 

KEPUTUSAN 
MUSYAWARAH DAERAH KE 40 

TENTANG 

PROGRAM MUHAMNADIYAH PABASKO 
PERIODE 2010-2015 

A. PENDAHUlLUAN 

Program Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko Masa Jabatan 2010-201 5 adelah 

merupakan penjabaran dari program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 yang 

diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 20-25 Rajab 143 1 W03-08 Juli 2010 M dan 

disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Pada program ini ditetapkan dua aspek yaitu visi pengembangan dan program 

pengembangan. Visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin diwujudkan 

sebagai tujuan dari setiap program Muhammadiyah. Adapun program pengembangan 

yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Kemudian pada program ini juga dikelompokan kepada dua aspek yaitu program umurn 

dan program khusus. Program umum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat lintas, 

aspek dan lintas majelis Ilembaga tertentu yang koordinasinya langsung atau 

majelisllembaga tertentu atau badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk 

menjadi koordinator. Adapun program perbidang merupakan rencana kegiatan yang 

bersifat aspek tertentu. 

B. TUJUAN PROGRAM 

1. Meningkat dan berkembangnya organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam 

yang maju, profesional, dan modem. 



Lampiran 2 
KEPUTUSAN 

MUSYAWARAI-X DAERAH KE 40 

TENTANG 

PROGRAM MUHAMMADIYAH PABASKO 
PERIODE 2010-2015 

A. PENDAHULUAN 

?ragram Pimpinan Daerah Muharnrnadiyah Pabasko Masa Jabatan 2010-2015 adalah 

merupakan penjabaran dari program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 yang 

diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 20-25 Rajab 1431 Ml03-08 Juli 2010 M dan 

disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Pada program ini ditetapkan dua aspek yaitu visi pengembangan dan program 

pengembangan. Visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin diwujudkan 

sebagai tujuan dari setiap program Muhamrnadiyah. Adapun program * pengembangan 

yakni rencana kegiat-an yang akan dilaksanakan. 

Kemudian pada program ini juga dikelompokan kepada dua aspek yaitu program umurn 

dan program khusus. Program urnurn merupakan rangkaian kegiatatl yang bersifat lintas, 

aspek dan lintas majelis Ileinbaga tertentu yang koordinasinya langsung atau 

majelisllembaga tertentu atau badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk 

menjadi koordinator. Adapun program perbidang merupakan rencana kegiatan yang 

bersifat aspek tertentu. 

B. TU.JUAN PROGRAM 

1. Meningkat dan berkembangnya organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam 

yang maju, profesional, dan modem. 



3. Meningkat dan berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan 

umat. 

C. KOMDISI SOSXAL MASYARAIUT PABASKO 

1. Kondisi Urnurn 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah merubah pergeseran nilai 

d m  perubahan sosial yang sangat dahsyat. Hal ini ditandai dengan munculnya 

berbagai pola kehidupan antara lain : 

a. Munculnya pola hidup deislamisasi (kedangkalan aqidah) yang ditandai dengan 

bsrkembangnya penyakit TBC (Tahayul, Bid'ah, dan Churafat) sertz syirik. 

b. Munculnya pola hidup demorzilisasi (kemerosotan akhhlak) yang ditandai dengan 

penyakit masyarakat anatara lain : perampokan, perkosaan, pencurian, perjudim, 

pornografi dan lain-lain. 

c. Munculnya permurtadan dengan memanfaatkan situasi gempa untuk memberikan 

bantu'm-bantuan kemanusiaan yang bertujuan permurtadan. 

d. Dikalangan masyarakat tertentu muncul pola hidup materialistik, cinta kebendaan 

dan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyak, cinta dunia dan melupakan 

akhirat dan nilai-nilai agama mulai dilupakan. 

e. Dalam batas tertentu juga terlihat pol a hidup individualistik mementingkan diri 

sendiri, tidak ada kepekaan sosial dan terjadinya kerenggangan sosial, mundurnya 

nilai-nilai ukhuwall Islanliyah. 

f. Bertambahnya jumlah penduduk yang hidup di buwah garis kerniskinan yang 

ditandai dengan banyaknya pengemis dan masyarakat penerima raskin (beras 

miskin). 

g. Dalanl bidang pendidikan belurn meratanya kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan. karena biaya sekolah yang cukup tinggi serta penerimaan mahasiswa 

dengan kelas reguler dan non reguler (biaya tinggi). 



h. Dalarn bidang kesehatan masih terbatasnya pelayanan kesehatan baik yang dikelola 

oleh pemerintah maupun swasta. 

2. Kondisi Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang akan memandu urnat 

kepada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya juga tidak luput dari berbagai 

permasalahan, antara lain : 

a. terbatasnya kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pirnpinan dan warga 

muhammadiyah seperti: 

- kompetensi keilmuwan dan wawasan islam dan kemuharnmadiyahan sehingga 

masih ada sementara pimpinan dan warga yung bclum mcmahami hakikat islarn, 

visi dan ajaran islam, hakekat muhammadiyah, anggaran dasar, ART, MKCM, 

kepribadian dan kaidah - kaidah lainnya 

-Kompetensi metodologi yang berkaitan dengan cara - cara pengembangan 

muhammadiyah 

- Kompetensi kepribadian yang berkaitan keyakinan dan ketaqwaan, keikhlasan, 

kejujuran, kedisiplinan, dan rendahnya etos kerja dan lain - lain 

b. Kurangnya rasa memiliki, rasa berpartisipasi dan rasa bertanggung jawab 

dikalangan sementarzn pimpinan dan warga Muhammadiyah sehingga 

perkembangan Muhammadiyah dalam batas tertentu terasa sedikit lamban. 

c.  Belum terlaksananya revitalisasi ranting dan cabang Muhammadiyah secara 

optimal sehingga ada ranting dan cabang yang belum memenuhi ketentuan AD dan 

NIT. 

d. Dalan~ bidang pendidikan, masih terlihat tidak adanya keseimbangan antara 

kuantitas amal usahanya dengan kualitas yang dimilikinya, sehingga lebih terkesan 

jum.lah banyak dan kuali tas kurang. 

e. Dalam bidang eltonomi, lneskipun sudah ada BMT dan BPR dan telah mencatat 

beberapa keberhasilan tetapi hanya terbatas pada daerah tertentu, sedangkan 



daerah-daerah lain masih ada yang belum memiliki lembaga ekonomi ini, sedang 

rakyat yang membutuhkan pada lembaga ini cukup banyak. 

f. Dalam bidang kesehatan, meskipun sudah ada rumah sakit dean klinik tetapi 

terbatas pada daerah tertentu clan daerah lain belum memiliki. 

g. Dalarn bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat meskipun sudah ada banyak 

memiliki panti asuhan, narnun kualitas pembinaan masih dipertanyakan. 

D. PRIORITAS PENGEMBANGAN 

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat Pabasko dan Mul~iunmadiyah secara umum, maka 

prioritas program dititik beratkan kepada hal-ha1 berikut : 

1. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualibs ranting dan cabang sebngai 

basis penguatan, pemberdayaan, dan perluasan gerakan Muhammadiyah di akar 

rumput. 

2. Peningkatan dan pengembangan sistem gerakan yang ditekankan pada pengayaan 

kualitas ideologi dan peinikiran yang menjadi basis bagi pengembangan nilai-nilai 

keagamaan, da intektualitas. 

3. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya anggota dan kader sebagai 

pelaku gerakan yang mampu memperIuas peran Muhammadiyah dalam dinarnika 

kehidupan rnasyarakat. 

4. Peningkan dan pengembangan amal usaha dan praksis sosial Muharnmadiyah yang 
I 

unggul dengatr mempertua~ program ekonomi dan pemberdayaan masyaralmt. 

5. Peningkatan dan pengembangan peran strategi Muharnmadiyall dalanl kehidupan 

masyarakat yang berbasis pada kualitas kepribadian, kemandirian, pencerahan, 

pembebasan, dan pencerahan. 

E. CIRl PENGEMBANGAN 

Dalam penyusunan program periode 20 10-20 15 ditetapkan ciri pengembangan yang 

mengandung aspek-aspek tertentu yang penting, strategis, dan memiliki pengaruh yang 



i 
I menentukan serta harus diwujudkan secara terukur datam gerakan Muharnmadiyah. 
I 

1 Adapun ciri-ciri pengembangan program Muhammadiyah adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Gemkan 

Hal yang berkaitan dengan aspek-aspek niiai dan konsep, yang berkaitan dengan hal- 
I 

ha1 mendasar dalam gerakan Muhammadiyah. 

a. Menguatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang maju, profesional, dan modem. 
! 

b. Dilandasi keikhlasan dan komitrnen dari seluruh anggotanya. 

c. Menguatnya pemahaman ideologi dan visi gerakan Muhammadiyah. 

2. Organisasi dan Kepemimpinan. 

Hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan Kekuatan penggerak dalarn 

Mullarnmadi yah: 
! 

a. Menguatnya sistem manajemen organisasi Muhammadiyah yang dinamis dan 

I 
i 

produktif. 

I b. Menguatnya sistem kepemimpina~ kolektif-kolegial yang transformatif yang 

mampu memberikan keteladanan, memobilisasi potensi, memproyeksikan masa 

depan, dan mengagendakan perubahan. 

c. Perluasan organisasi dm kepemimpinan daerah, cabang, dm ranting sebagai basis 

gerakan di tingkat bawah. 

d. Tersusunnya rancangan dan terlaksananya perintisan restrukturisasi organisasi 

yang bercorak gerakan. 

I 
3. Jaringan 

Hal yang berkaitan dengan hubungan intemzl dan eksternal Mul~arnrnadiyah. 

a. Menguatnya perm dan jaringan keurnatan, dar;l kebangsaan. 

b. Amal usaha, kegiatan, dan perangkat persyarikatan. 

c. Menguatnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. 



4. Sumberdaya 

Hal yang berkaitan dengan aspek pendukung dan pelaku gerakan Muhammadiyah. 

a. Terlaksananya pembinaan, pengembangan, dan pernberdayaan anggota 

Muharnmadiyah. 

b.Terlaksananya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam Muharnmadiyah secara 

konsisten dan bakelanjutan. 

c. Meningkatnya jumlah simpatisan sebagai basis rekrutrnen anggota Muhammadiyah. 

d.Ter1aksananya sistem pengelolaan surnber-sumber dana, harta kekayaan, dan aset 

persyarikatan secara transparan, akuntabel, dan konsisten. 

5. Aksi dan Pelayanan 

Hal yang berkaitan dengan aktivitas secara langsung dan dapat dinikmati hasilnya 

oleh anggota Muhammadiyah dan masyarakat luas. 

a. Terbangunnya sinergi pelayanan publik sebagai wahana untuk 

menumbuhkembangkan Islamic Civil Society 

b. Terlaksananya pelayanan publik melalui amal usaha, program, dan kegiatan 

Muharnmadi yah yang berkualitas. 

c. Terlaksananya fimgsi advokasi dalam pelayanan dan kebijakan publik dari gerakan 

Muhammadiyah. 

F. PROGRAM UMUM PERSYARIKATAN 

1. Program Konsolidasi Ideologis 

a. Visi Pengembangan 

Teraktualisasinya prinsip-prinsip, idealisme dan konsep-konsep dasar gerakan yang 

rnenunjukan keunggulan Muhmadiyah  sebagai gerakan Islam yang majulmodern 

serta berperan aktif-strategis dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan 

perkernbangan global. 



b. Program Pengembangan 

1. Mengintensifkan yembinaan ideologi di seluruh lingkungan organisasi termas& 

di amal usaha, majelis~lembaga, organisasi otonom Muhammadiyah melalui 

berbagai usaha yang terintegrasi. 

2. Mengintensifkan dan memasyarakatkan Manhaj Gerakan Muhammadiyah 

(Muqadimah, Kepribadian, Khitah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup, 

Pedoman Hidup Islami, d m  lain-lain) sebagai sumber inspirasi, acuan, dan 

tunman dalam Iingkungan organisasi dan anggota persyarikatan. 

3. Meningkatkan posisi dan fungsi persyarikatan sebagai sumber inspirasi d m  

rujukan pemikiran baik ke dalam rnaupun ke l w  Iingkungan persyarikatan 

sehingga Muharnmadiyah menjadi kekuatan strategis serta tenda besar umal dan 

bangsa. 

4. Mengembangkan ideopo!itor (ideologi, politik, sdan organisasi) melalui up 

grading, refreshing, dan pengajian-pengajian atau kajian-kajian pimpinan yang 

diseIenggarakan di senlua lini organisasi untuk meningkatkan komitmen, 

wawasan, dan aksi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai 
&*" ' 

tantangan yang kompleks. 

5. Memplioritaskan pembinaan dan pengembangan sekolah-sekolah kader 

(Madrasah Mu'allimin, Mu'allimat, Pondok Pesantren) dan lembaga-Iembaga 

pendidikan Muhammadiyah. 

6 .  Meningkatkan d m  mengembangkan model-model pembinaan jarna'ah dan paran 

Muhammadiyah di akar rumput. 

7. Meningkatkan upaya-upaya pengorg'ansiasian dan penyebaran kader 

Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga strategis untuk memerankan hngsi 

pencerahan, pembebasan, pemberdayaan, clan pengembangan tatanan kehidupan 

yang utama. 

8. Menyusun dan meproduksi konsepkonsep pemikiran-pemikiran strategis dalam 

menghadapi isu-isu, masalah, dan tantangan umat. 



G. PROGRAM PERBIDANG 

1.  Program Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam 

a. Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang mendorong peran 

Muharnmadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinatnis, dan produktif 

dalam menjawab problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber 
" 

pemikiran, moral dan pmksis sosial kehidupan urnat, bangsa, dan perkembangan 

global yang kompleks. 

b. Program Pengembangan 

1. Menyegarkan clan mengembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran islam 

dalam kehidupan masyarakat. 

2. ~ e m ~ e k a s  dan mensosialisasikan konsep Islami dan produk-produk pemikiran 

di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, 

bimbingan, acuan, dan tuntunan dalarn kehidupai masyarakat. 

3. Mengembangkan kapasitas kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang 

tarjih, tajdid, dan pernikiran Islam terrnasuk pembinaan kader hisab dan falak 

serta kelompok pemikir Islam untuk memperkokoh " an rnengembangkan 

Muharnmadiyah sebagai gerakan p e m b a h m .  

4. Mkngembangkan pandangan dan pedoman hisab yang menjadi rujukan bagi 

masyarakat luas. 

5. Mengintensilkan kajian-kajian pemikiran Islamn' dalam merespon isu-isu dan 

masa1,ah-masalah penting dan strategis diberbagai bidang yang berkembang 

dalam kehidupan. 

6. Pengkaian sunlber ajaran islarn antara lain Pengkajian tafsir Al-Qur'an, Alhadis 

dan pengkajian tematis tentang masalah actual yang mungkin dapat 

memunculkan fatwatpendapat baru. 

' \ 



7. Pembentukan Lajnah Tarjih,Pelatihan kader Tarjih menghidupkan takasus 
-. .) 

falaqiyah dan takasus fi'ulumiddin 

2,Program Bidang Tabligh 

a. Visi Pengembangan 

Berkernbaqgnya gerakan tabligh Muhammadiyah dalam pembinaan keagamaan yang 

bersifat meneguhkan ,dan mencerahkan pada berbagai kelompok sosial ymg luas. 
* - 

sehingga Islam dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta 
/--- 

menjadi rahmatan lil-'alanf $t&?gah-tengah dinarnika masyarakat Indonesia yang 

kompleks. 

b. Program Pengembangan 

- 1. Menyusun pedoman-pedoman/tUntunm-tuntunan d m  materi tabligh yang bersifat 
( 

praktis dan menjadi acuan bagi para mubligh serta semakin tumbuhkembang~~~ !/ --: 
kehidupan keagamaan/keislaman dalarn masyarakat. 

2. Menghidupkan d m  rnengembangkan berbagai jenis pengajian di lingkungan 

persyaikatan dan umat Islam disertai pengembangan materi, pendekatrm, metode 

yang menarik dan tepat sasaran yang ~nenghadirkan Islam berwajall rahmatan lil- 

'alarnin. 

3. Turut mensosialisasikan keputusan tarjih dan pedoman hidup Islami. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mubaligh yang dapat menjangkau multistrata, 

multietnis, dan multimedia di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. 

5. Menginventarisasi jumlah mubaligh dan mubaIighah yang ada di PDM Pabasko 
i l 1 ,  6. Menginventarisasi jurnalh asjid dan muashalla muhammadiyah yang ada di PDM 

Pabasko. 

7. Menerbitkan kartu tanda anggota mubalighlmubalighah bekerja sama dengan bank 

nagari. 
! 

8. Mengadakan pengajian warga muharnmadiyah satu kali dalam sebulan. 



9. Mengadakan pengkajian ~ n s u r ' ~ i m ~ i n ~  aerahmuhammadiyah satu kali sebulan dan 

cabang d m  ranting satu kali dalam 3 bulan. 

10. Turba atau supervisi ke [cabang-cabang , muhammadiyah bersarna PDM untuk 

rnenghidupkan cabang sekurang-kur&g satu Mi dalarn satu tahun. 

1 1. Megadakan pelatihan kader mubaligMchatib. 

12. Mengefetifkan pengelolaan masjid Taqwa Kaurnan terutama dalam kepengurusan 

d m  jadwal khatib ju'mat, pengajian lainny~terrnasuk masjid Jihaduwaalidaixia dan 

.masjid. d m  rnushalla muharnmadiyah lainnya., 

3. Program Bidang Pendidihn, Xptek, dan Litbang. 

a. Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul, 

holistik, d k  bertatakelola baik yang didukung oleh pengembangarr lptek dm Ptbang 
i ' 

sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam membentuk manusia yang 

utuh sebagaimana tujuan pendidikan Muharnrnadiyah. 

b. Program Pengembangan 

1. Mengembangkan sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik atau menyeluruh 

sebagai kelanjutan dan konsep blueprint pendidikan Muhammadiyah menuju pada 

pencapaian pendidikan yang ungguVutama dimasa depan. 

2. Menyusun roadmap keunggulan pendidikan Muhammadiyah baik tingkat dasar dan 

menengah maupun perguruan tinggi dalam berbagai aspeknya, termasuk pemetaan 

sumberdaya insani, pusat-pusat keunggulan, fasilitas, tata kelola, kepemimpinan, 

dan lain-lain. 

3. Membenahi dan nlelengkapi administrasi Majelis Dikdasmen. 

4. Mengupayakan kantor yang permanen. 

5. Melengkapi data guru dan pegawai (SDAbtidai yah SLTPISLTA;. ' 

6. Membenahi kurikulurn sesuai dengan KTSP untuk seluruh sekoldl. 



7. Membuat struktur organisasi Dikdasmen lengkap dengan urian tugas masing- 

masing personil. 
I :  

8. Menguapayakan adanya sekolah yang berstand&basional 
., . ', ;\ 

I 
., -.,, ! I ', 

9. Mengajak kepala sekolah mengaktifkan Tapak > ~ u c i  untuk ; I& sebagai k d e r  
'. . 

Muhamrnadiyah. 

10. Beke jasama dengan majelis pembinaan kader dalam melaksanakan Baitul Arqam 

d m  ', darul ,aiqarn. 

1 1 . Menjajaki pendirian SMK KeciI Muhammadi yah untukProgram keahlian Tata Boga - \ 

dan Tata Busana. 

4. Program Bidang Ferkaderan 

a. Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas anggota dan kader Muharnrnadiyah sebagai pelaku gerakan 

yang memiliki keunggulan kapasitas, komitmen ideologis, dan mampu memajukan 

serta menyebarluaskan peran Muhamrnadiyah dalam dinamika kehidupan umat, 

bangsa, dan perkembangan global. 

b. Program Pengembangan 

1. Mengintensifkan pelaksanaan sistem perkaderan Muhammadiyah dan menjadikan 

perkaderan sebagai budaya organisasi di $1-uruh tingkatan pimpinan, amal usaha, 

dan institusi-institusi yang berada dalam struktur Persyarikatan. 

2. Mengoptimalkan pendayagunaan pilar-pilar' perkaderan di lingkungan 

persyarikatan yak-ni di keluarga, organsasi otonom, lembaga pendidikan, dan amal 

usaha ~ u h a m m a d i ~ a h .  

3. Melaksanakan pengkaderan formal untuk pimpinan berupa Baitul Arqam, Darul 

Arqam dan latihan instruktuk sekurang kurangnya 2 kali dalam satu periode. 

4. Memprakarsai terbentuknya korps instruktur pengkaderan muhammadiyah di 

tingkat daerah. 



5 .  Mengupayakan trzportasi kadm, den2an bacyak melibakan dan memberi peran 
. . . . 

-, =Tr,>-;7<. -,r2 .<T-~->- ,L.:,~!<~-~T- \,f,2->- '., ;- --- - - :. -. - -- . - .  . 1 :  L .~d-:-:L-. - .A.!JP~!! fAiZ- 
. . . .  . 
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sama dengan majelis yang membawahi arnal usaha muhammadiyah. 

6. Melaksanakan pengkaderan non formal berupa pelatihan jurnalistik dan pelatihan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan secara berjenjang dari daerah hingga ke 

ranting. 

7. Mengoptimalkan peran perguruan:i&m.mtnadiyah sebagai wahana kaderisasi dan 

I pembinaan ideologi muharnmadiyah melalui kerja sama dengan imajelis 

Dikdasmen. 

8. Meningkatkan pemahaman anggota dan pimpinan secara intensif terhadap prinsip- 

prinsip dalarn gerakan Muhammadiyah seperti Muqaddimah Anggaran Dasar 

Muhammadiy&,Kepribedian Muhammadiyah , Matan Keyakinan dan Cita-cita 

Hidup ~ u h a m m a d i ~ a h ,  Khittah Perjuangan .muhammadiyah, pedoman,,:idup 

isalami warga muhammadiyah dan pernyataan pikiran muharnmadiyah jelang satu 

abad baik lisan maupun tulisan. 

9. Mendorong pimpinan persyarikatan untuk membuka program sekolah kader, baik 

dengan optimalisasi peran sekolah, madras& dan perguruan pendidikan maupun 

pondok pesantren Muhammadiyah bekerjasarna dengan majelis tarjih dan tabligh 

membentuk forum kajian Tafaqquh Fiddin(seperti kajian alqur'an dan Hadist) 

disemua tingkat pimpinan. 

10. Identifikasi dan pemetaan surnber daya serta pemberdayaan kader yang dimiliki 

Muhammadiyah disemua lini organisasi,mengadakan pengkaderan formal dengan 
, . 

guru kajian pada semua bidang lingkungan Muhammadiyah 1 kali periode. 

11. Meningkatkan kajian-kajian perkaderan untuk pengembangan konsep, model, 

pendekatan, dan metode yang elbih bekualitas dalam pelaksanaan perkaderan 

Muhammadi yah. 



5. Program Bidang Kesehatan dan Kesejahteman Masyarakat 

a. Visi Pengembangan 

Berkembangnya fimgsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul clan 

berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan 

kualitas dan kemajuan hidup masyarakat khususnya kaum dhu'afa sebagai wujud 

aktualisasi dakwah Muhammadiyah. 

b. Program Pengembangan 

1. Sosialisasi kesehatan pada perguruan muhammadiyah dan para manula. 

2. Mengairahkan gerabn anti narkoba melalui F ANK. 

4. Melakukan pendataan (data base) masyarakat miskin dan manula PABASKO. 
I 

5. Mengoptimaikan kegiatan kepedulian sosial kemasyarakat sesama anggota 

Muhammadiyah PABASKO. 

6. Meningkatkan kesejahteraan anak Iibu di Panti zsuhan 'Aisyiah & Muhanlmadiyah 

rnelalui gerakan peduli kemanusian dilingkunganPABASK0. 

7. Mendirikan toko obat / apotikmuhmnadiyah sebagai sumber ekonomi dan kesejah 

teraan keluarga muhammadiyah dengan mengutamakan kesejateraan masyarakat. 

8. Mengupaynkan berdirinya klinik kesehatan Muharnmadiyah ditingkat Daerali 

PABASKO , . 

6. Program Bidang Wakaf 

a. Visi Pengembangan 

Berkembangnya kemampuan dan pellgorganisasian umat untuk berwakaf, berzakat, 

beririfdc, dan bershadaqah serta meningkatnya system pengelolaan, jalinan kepedulian, 

dan pelayanan bagi kaum dhu'afa yang menumbuhkan keberdayaan dan kesejahteraan 

masy arakat. 

b. Program Pengembangan 



1. Inventarisasi dan arbitrase harta benda Persyarikatan yang diperoleh dari wakaf serta 

mengiiltensifkan pelaksanaan, penerbitan, dan pengelolaan dan sertifikasi tanah 

wakaf Muhamrnadiyah. 

a. Bidang Wakaf 

Inventarisasi asset, dengan kegiatan : 

1. Registrasi asset tanah (2007) 

2. konfirmasi data tanah dengan PCM (2007). 

3. Pebuatan program data base tanah (2007) 

4. Pembuatan display data tanah (2207). 

5. Pemutakhiran data tamh dan bangunan (2008). 
.. : 

6. Inventarisasi asset barang bergerak (2008) ' 

b. Kelembagaan 

1. Membuat petunjuk tentang pengelolaan harta wakaf (2007). 

2. Mengadakan rapat kerja, pelatihan dan seminar d11.(2008) 

1. Inventarisasi asset yang bemasalah dengan pihak terkait (2007- 2008). 

2. Melaksanakan mediasi penyelesaian masalah asset dengan pihak terkait. (2008- 

2009) 

d. Sertifikasi 

1. Sertifikasi tanah yang mendesak dan strategis, seperti tanah mes 

dosen dll. (2007 - 2008). 

2.Fasilitasi sertifikat tanah dan surat-surat atas tanah di PCM dan 

Pirnpinan Ranting (2007 - 20 10). 

3.Penyatuan File Sertifikat Tant& ke PDM'(2007-2008) 



e. Pengamanan fisik yang belum dipakai 

1. Pembuatan plang nama asset tanah hak milik persyarikatan 

(2007-2008) 

2.Sosialisai kepemilikan tanah asset persyarikatan kepada pihak 

PEMDA setempat. (2008-20 10) 

7. Program Bidang Ekonomi dan ZXS (Zakat, Infak, Shadaqah) 

a. Viai Pengembangan 

Berkembangnya lembaga keuangan Mikro, koperasi, dan BTMLBMT sebagai wadah 

kerasama dan pemberdayaan antar pelaku usaha ekonomi di Iingkungan Persyarikatan. 
. . . . > .  . . 

b. Program Pengembangan 

1. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia'pelaku usaha ekonomi umat 

melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif clan 

sistematik. 

2. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi urnat ,/ 
',,{ 

melalui kegiatan pelatihan, pendarnpingan, dm konsultasi bisnis yang intensif dan - -  

sistematik. 

3. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang berskala mikro, k$&, dan 

menengah yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandian 

ekonomi urnat. 

4. Mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga 

5. Menghidupkan kernbali koperasi matahari di komplek muhammadiyah yang sudah 

berbadan hukum. 

6. Mengusahakan pendirian sebuah toko i tempat usaha berupa apotek atau usaha 

dagang lain. 

7. Menindak lanjuti status kebun kelapa sawit yang ada di pulau punjung (Kabupaten 

Dharmasraya). 



I<EPuTUSAN 
MUSYAWARAH DAERAH KE-40 

rnNTANG 

REKOMENDASI MUHAMMADNAH DAERAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

Musyawarah Daerah ke-40 Muhammadiyah Padmg Panjang Batipuh X Koto yang 

berlangsung di Padang Panjang tanggal 26-27 Jumadil -44 atau bertepatan dengan tanggal 

30 April- 1 Mei 201 1, setelah niemperhatikan : 

1 . Sambutan Wakil Wa.likota Padang panjang. 

2. Sambutan K e b  Pimpinan Wilayah Muharnmadiyah Sumatera Barat. 

3. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Pgnjang Batipuh X 

4. Lagoran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto. 

5. Pendapat, tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul-usul peserta Musyda 

yang disanlpaikan dalam sidang pleno dan sidang komisi. 

Musyawarah Daerah merekomendasikan hal-hal berikut : 

A. Internal 

1. Meminta untuk mengembalikan sekretariat PDM dari Mesjid Jihaduwaliwalidain 

ke sekretariat di samping Mesjid Taqwa. 

2. Perlu stdanya kebijakan yang tegas dalarn tata kerja antara PDM, BPKPM dan 

Badan pengembangan Komplek. 

3. PDM diminta unt& menyampaih perkembangan organisasi kepada Cabang dan 

Ranting dalarn satu fonun minimal 1 kali dalan 1 tahwl. 

4. Perlu dibedakan kernbali tata kerja antara antara Muhammadiyah, Aisyiah, dan 

ortom lain dengan rnengacu kepada ADRT. 

p p p p p p p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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5. Menghimbau pimpinan terpilih agar turun ke Cabang-cabang dengan jadwal yang 

jelas. 

6. Perlu penegasan kembali bahwa PDM adalah gemilik otoritas penuh terhadap 

kebijakan lembaga pendidikan yang ada di komplek kauman. 

7. Menegaskan kepada pimpinan untuk tidak menjadikan persyarikatan sebagai 

loncatan untuk kepentingan-lcepentingan politik, golongan maupun pribadi. 

B. Ekternal 

1. Diminta kepada pimpinan untuk mengembangkan kerjasama dengan orgmisasi 

sejenis, lembaga pemerintahan setingkat dan organisasi lainnya. 

2. Perlu adanya satuan khusus untuk menyiapkan proposal dan mengadakan 

pendekatan (logi) terhadap lembaga nasional rnaupun internasional. 

3. Mengupayakan lobi yang intensi kepada Pernerintah Daerah untuk mendapatkan 

fasilitas yang diperlukan mtuk persyarikatan. 

4. Pimpinan diminta untuk memberdayaka potensi masyarakat guna meningkatkan 

kesejahteraan. 

5. Memperluas amal usaha produktif? kerjasama dengan invest~r, seperti apotik, 

pertokoan d m  sebagainya 

6. Merninta pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap 

pembinaan remaja, pembrantas pekat, kehidupan Islam, dan menjalankan norma- 

norma Islam. 

7. Melakukan pembicaraan dengart pemerintah Kota agar bisa mernasukan ke dalarn 

APBD kota anggaran yang dialokasikan untuk Mutlammadiyah. 

C. mKTOR UMSR 

1. Menghimbau rektor UMSB untuk membuka program Pasca Sarjana di Padan 

Panjang. 

2- Meminta Rektor UMSB bersungguh-sungguh untuk mengembangkan Fakultas 

Agama Islam dan STKIP dan memasukan unsur PDM &lam BPI-1-UMSD. 



3. Merninta ,pimpman FKTP Padang Panjang untuk memberi kontribusi materi guna 

rnenungjang aktivitas persyarikatan. 

4. Adanya usaha untuk menambah FakuItas/Jmsan bm di FKIP / FAI Padang 

Panjang. 

D. PWM Snmatera Barat 

1. Merekornendasikan agar MA KMM kembali menggunakan KMM dan 

menglkuhkan posisinya sebagai sekolah kader calon pimpinan persyarikatan. 



8. Mengusahakan pendirian BMT yang berpusat di Kauman. 

9. Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kewirausahaan 

dan lifeskill guna meningkatkan dan memberdayakan ekonomi urnat. 

10. Melakukan inventarisasi terhadap unit Usaha ya@'ada. 

1 I .  Mendata warga muharnmadiyah yang PNS di Pabasko untuk menjadi donator tetap 

12. Pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan zakat,, infaq, dan shadaqah ke hal-ha1 

yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan. 

13. Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-Iembaga ZIS (Zakat, Infaq, 

Shadaqah) sehingga memiliki. fungsi efektif, produktif, dan akuntabel dalam 

menjalankan kegiatannya. 



PIMPINAN DAER,AH MUHAMMAD1YA.H 
PADANG PANJANG-BATIPUH-X KOTO 

SURAT KEPUTUSAN 
PLMPPNAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATD?UH X KOTO 

NO :04/KEP/I I .O/B/2011 

PEDOMAN DAN TATA KERJA 
M U S Y A W W  DAERAH KE 40 MUHAMMADEAH 

PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

I Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko 

emperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muharnrnadiyah Surnatera 
Barat No. 59/KEPNO/D/2011/ tanggal 06 Rajab 1432 1 08 Juni 
2011 tentang penetapan Ketua da? h g g o t a  Pimpinan Daerah 
Padang Panjang Batipuh X Koto periode 20 10-20 15; 

2. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang 
Panjang Batipuh X Koto, NO : 02 / KEP 1 111.0 1 D 1 201 1, tanggal 
1 8 Syaban 1432 H 1 20 Juli 20 1 1 M, tentang penetapan struktur dan 
Personalia Pimpinan Daerah Muhamqadiyah Padang Panjang 
Batipuh X Koto periode 2010-2015. 

: 1. Bahwa untuk menjamin adanya peningkatan kine rja, penyegaran 
dan kaderisasi, pimpinan perlu disusun pedoman dan tata kerja 
pimpinan sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan; 

2. Bahwa Pedoman dan T ~ t a  Kerja Pimpinan tersebut perlu 
dituangkan dalarn surat keputusan. 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga Muhammadiyah 
2. Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 Muhanmadiyah Pabasko 



MEMUTUSKAN 

: KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA I(ERJA PIMPINAN DAERAH 
MUEfAMMADIYAH PABASKO P W O D E  2010-2015 

BAB I 
KEDUDUKAN 

Pasall 
impinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalarn Wilayahnya dan mel&sanakan 
ebijakan Pimpinan Pusat. 

BAB I1 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 
i m p i m  Daerah bertugas : 

1. Menetapkan kebijakan Muharnmadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan 
Pimpinan Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat 
Daerah dan Rapat Pimpinan Tingkat Daerah. 

2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dan Unsur 
Pimpinan. 

3. Membimbing, membina dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam 
wilayahnya sesuai dengan kewenangannya. 

4. Membinan, membimbhg dan mengintepikan, dan mengkoordinasikan kegiatan 
unsur pembantu pimpinan clan organisasi otonom tingkat daerah. 

Pasal 3 
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada pasal 2, pimpinan Daerah mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 

1. Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan, Rapat 
Pimpinan dan Rapat kerja Pimpinan, serta Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan 
tingkat Daerah. 

2. Menetapkan Rencana kegiatan Persyarikatan berdasarkan Keputusan Musyawarah 
Daerah, Musyawarah Pimpinan, dan Rapat Pimpinan Tingkat Daerah. 

I 

BAB I11 
PFUNSIP KER.JA 

Pasal 4 
Pimpinan Daerah dalarn melaksanakan tugas dan h g s i n y a  harus selalu berpedoman pada 
prinsip-prinsip berikut : 

1. Berpedornan kepada landasan gerak Muhammadiyah, yaitu Al-qur'an dan sunah, 
Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup 
Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Pedoman hidup Islami warga 



Muhammadiyah, dan Kittah Muhammadiyah serta pemikiran-pemikiran lainnya yang 
menjadi dasar nilai dan noma gerakan. 

2. Mernelihara tradisi berorganisasi yang selama ini menjadi khasanah, kearifm, warga 
dan pimpinan Muhammadiyah, seperti pemaaE, ramah, moderat, dll. 

3. Menjalankan Keputusan Musyawarah ke-40, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam persyarikatan 

4. Berorientasi pada ke rja sebagai wujud prestasi, sesuai dengan pembagian tugas yang 
telah ditentukan, serta amanah dalarn menepati janji. 

5. Istiqmah dalam melaksanakan Komitmen Moral Anggota Pimpinan Daerah yang 
telah ditankitangani oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko periode 
23 10-20 15 secara amanah dan konsisten. 

6 .  Menjalankan dan memiliharaxi sistem Pimpinan kolektif-kolegial dengan mengikuti 
tata kerja, serta menjaga kekompakan, ukhuwah Islamiyah, dan produbifitas keja 
dalam rnenjalankan kepemimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko 
periode 20 10-20 15. 

7. Melaksanakan kepernimpinan dengan tiga fungsi penting secara komplementer / 
terpadu yaitu rnenjalankan kebijakan hasil Musyawarah Daerah dan misi gerakan, 
memainkan peran-peran strategis keurnatan, kebangsk, kemanusiaan, dan 
melakukan pelayanan-pelaym organisasdwarga persyarikataa 

BAB IV 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

Pasal 5 
mpinan Daerah terdiri dari 13 orang ha i l  Musyawarah Daerah ke-40 merupakan kesatuan 
~lektif dengan susunan dan personalia sebagai berikut : 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMAX)IYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

PERIODE 2010-2015 

ctua : Drs. Fahrizal Alwis 

'akil Ketua 
rakil Ketua 
Iakil Ketua 
rakil Ketua 
rakil Ketua 
lakil Ketua 
Jakil Ketua 

ekretaris 
Jakil Sekretaris 
Jakil Sekretaris 

: Syafril Alwis, S.Ag 
: Dr. H. Adirozal, M.Si. . . 

: Indramadi, S.Ag 
: Drs. H. Harmaini, L.MM 
: Drs. Sunar TS 
: Musriadi Musanif, S.Th-I 
: H. iMirdas Iliyas, S.Ag 

: Drs. Zulkarnain Harun, M.Si 
: Zulfiadi Hutabarat, S.Ag, MSI 
: Joni Nasri, S.Ag 



: Abdul Gafar, S.Ag 
Wakil Bendahara : Daprial Anwar, SAg 

BAB V 
PEMBAGUN TUGAS 

Pasal 6 
Pimpinan Daerah merupakan kesatuan yang bulat dan tersistern dalam organisasi. Pernbagian 
tugas dimaksudkan unbk memudahkan pelaksanaan tugas dan fimgsi . Oleh karena itu untuk 
menjaga kewibawaan d m  keharmonim ke rja sama, Pimpinan Daerah dalam m e n j a l h  
tugasnya wajib melakukan dan memelihara hubungan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara term menerus. 

Oleh karena itu agar efisiensi dan efektifitas ke j a  dapat berlangsung dengan baik dan teratur, 
disepakati pembagian tugas masing-masing anggota pimpinan Daerah, sebagai berikut : 

1. KETUA ( Drs. Fahrizal Alwis) 
a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan Daerah serta 

mengarahkan, membimbing dan ~nengendalikan pelaksanaan Program Kerja 
Tahunan 

b. Mengkoordinasikan anggota pimpinan daerah lainnya dalarn melaksanakan tugas 
masing-masing. 

c. Mewakili Pimpinan Daerah ke dalam dan k e l w  persyarikatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

d. Menanda tangani surat-surat keluar clan mendisposisikan surat-swat mask 

2. WAKUl KETUA (Musriadi Musanif, S.Th.1) 
1. Membantu tugas Ketua yang bersifat urnurn dan atau sesuai dengan pendelegasian 

dari ketua. 
2. Mengkoordinir Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. 
3. Mengkoordinasian bidang Dikdasmen dalanl mempelancar proses 

pem belaj arqbaik dalm PDM maupun d a m  dinas instansi terkait 

3. WAKIL KETUA ( Drs. Sunar TS) 
a. Membantu tugas Ketua yang bersifat urnum dan atau sesuai dengan pendelegasian 

dari ketua. 
b. Meningkatkan pemberdayaml secara fungsional bidang 6rganisasi dan manajemen 

persyarikatan. 
c. Mengkoordinasikan tugas-tugas : 

1. Pembinaan d m  pengembangan fungsi Masjid Taqwa dan Pengembangannya. 
2. Majlis Kesejahteraan Masyarakat d m  Kesehatan. 
3. Bidang Hurnas dan Dokumentasi. 



AKIL KETUA ( Dm. H. Harmaini, L.MM) 
. Membantu tugas Ketua yang bersifat urnum clan 

pendelegasian dari ketua. 
. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis wakaf dan Kef 

AXIL KETUA (H. Mirdas Iliyas, S.Ag) 
a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umurn dan ab. 

pendelegasian dari ketua. 
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Tarjib dm Tajdid 

AKIL KETUA (Dr. H. Adirozal, M.Si) 
a. Membantu tugas Ketua yang bersifat urnurn clan atau sesuai dengan 

pendelegasian dari ketua. 
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Ekonomi 
c. Membentuk dan Mengen~bangkan kelompok kerja ekonomi Muhammadiyah . 
d. Mengkoornidir pengembanrut jiwa kewirausahaan anggota persyarikatan. 
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 
f. Merealisasi kerjasama Kebun kelapa sawit di Sijunjung 

AKIL KETUA (Indramadi, S.Ag) 
a. Membantu tugas Ketua yang bersifat urnurn dan atau sesuai dengan 

pendelegasian dari ketua. 
b. Mengkoordinasihn tugas-tugas majelis Kader 

AXIL KETUA (Syafril Alwis, S.Ag) 
a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan 

pendelegasian dari ketua. 
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. 

E=TARIS (Drs. Zulkarnain Harun, MSi) 

a. Membantu tugas-tugas Ketua dalarn menggerakan organisasi secara rutin dan 
berkesinambungan. 

b. Bertanggung jawab mengendalikan infonnasi masukkan dan pemberitaan yang 
diperlukan persyarikatan. 

c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan Dacrah serta 
penyelesaian redisasi keputusan yang diambil. 

d. Meningkatkan pembinaan dan pe~nberdayaan secara fungsional bidang 
Sekretariat PDM. 

e. Menyusun Program Kerja Tahunan Pimpinan Daerah Muharnmadiyah. 
f. Menyusun Laporan Tahunan, Musyda, Musywil 
g. Menet;lpk;~n Surta-surat Kcpufusan Pimpinan Daerah. 



AKIL SEKRETARIS (Znlfiadi Hutabarat, S.Ag, MSI) 

a. Bertanggungjawab dalarn bidang administrasi hubungan kedalam. 
b. Membantu mengkordir tugas-tugas Sekretariat dalam rnempersiapkan 

penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan Daerah serta penyelesaian realisasi 
keputusan yang diambil. 

c. Menghimpun dm mcnyusun dokumeniasi serh inventaris kekaymn Pimpinan 
Daerah bidang majelis Ekonorni, majelis ~esejahteran' Masyarakat dan 
Kesehatan, Majelis Dikdasmen, serta Pendidikan Kader 

d. Membina Sekretariat Ortom Tingkat Daerah. 
e. Mengkoordinir Kegiatan Kesekretarisan Bidang Majelis Kesehatan, dan 

Kesejahteraan Masyarakat, Majelis Dikd.asmen dan ~ a j e l i s '  Pendidikan Kader 

AKIL SEKRETAFUS (Joni Nasri, S. Ag) 
a. Bertmggungjawab dalam bidang administrasi hubungan kedalam. 
b. Membantri mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat dalarn mempersiapkan 

penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan 9aera.h serta penyelesaian realisasi 
keputusan yang diambil. 

c. Menghimpun dan menyusun dokurnentasi serta inventaris kekayaan Pirnpinan 
Daerah bidang Majelis Wakaf dan ZIS, Majelis Tarjih dan Tajdid dan Majelis 
Tabligh. 

d. Membina Sekretariat Ortoln Tingkat Daerah. 
e. Mengkordinir kegiatan Kesekretarisan Majelis Wakaf daii Kehartabendaan, 

Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. 

[ BENDAHARA (Abdul Gafar, S.Ag) 

a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pembukum keuangan Pimpinan 
Daerah serta berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan . 

b. Menyusun Rencana Anggaran pendapatan dan belanja tahunan Pirnpinan 
Daerah Muhammadiyah 

c. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pimpinan daerah 
d. Bekerjasarna dengan wakil sekretariat dalam menyusun inventaris kekayaan 

pimpinan daerah 

3. WAIUL BENDAHARA (Daprial Anwar, S.Ag) 
a. Membantu tugas-tugas bendahara yang dilakukan oleh Bendahara. 
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I a. Membantu tugas-tugas ketua yang bersifat umum dan atau sesusi dengan 
pendelegasian wewenang dari ketua 

b. Melayani administrasi majelis-rnajelis pada PDM 



c. Membantu sekretaris mengetik dan mengantar surat-swat untuk anggota 
persyri katan 

HAS3 VI 
TATA HUBUNGAN 

Pasal 7 I 

Ketua wakil ketua sekretaris dan wakil sekretaris, sekretasris eksekutif, bendahara dan 
anggota merupakan satu kesatuan bulat yang utuh dalam menjalankan roda organisasi 
yang dilkukan secara efektif dengan pola managemen terbuka 

, Fungsi ketua dan wakil ketua, dalam ha1 menggerakan roda organisasi termasuk 
mengaktifkan tugas-tugas sekretaris dan bendahara secara terpadu 

, Dalam melaksanakan fungsinya masing-masing,ketua dan wakil ketua menjalin 
kerjasarna yang harmonis denga sesamanya dan dengan sekretaris, wakil sekretaris 
dan bendahara 

. Dalam ha1 koordinasi kedalarn dan keluar seluruh anggota pimpinan daerah hams 
memelihara hubungan yang harmonis dalanl nuansa musyawarah untulc legaknya 
ukhuwah islamiah 

UAB VII 
KANTOR SEWTARIAT 

Pasal8 
. Kantor Pimpinan Daerah merupakan pusat penyelenggaraan kegiatan pimpinan 

daerah khususnya kegiatan adrninistrasi d m  infonnasi 
. Alamat kantor pimpinan daerah muhammadiyah PABASKO di samping Mesjid 

Taqwa Muhamrnadiyah Padangpanjang 
. Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah,dipimpin langsung oleh Sekretaris 
. Kerja sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris dm sekretariat eksekutif 
. Keberadaan Sekretariat eksekutif, bertujuan untuk mewujudkan pola sentralisasi 

managemen perkantoran yang meliputi administrasi organ~sasi maupun keuangan 
Pimpinan Daerall beserta bacian-badan pembantunya 

BAB VITI 
SUMT-SURAT 

Pasal 9 
. Semua surat-swat yang masuk dan. keluar dicatat dengar1 tertib inelalui Sekretariat 

I'impinan Daerah. 
. Semua anggota Pimpinan h r a h  yang secara langsung rnencrima surat-surd 

organisasi n~encatatl<an surat tersebut pada sekretriat sesuai tala cara yang ditentukan. 



Surat-surat yang masuk hanya dapat dibuka oleh sekretaris atau wakil sekretaris atau 
petugas yang ditunjuk, kemudian surat-swat tersebut setelah diagendakan dan 
didisposisi oleh sekretaris atau wakil selaetaris diteruskan kepada ketua atau wakil 
ketua dan diteruskan kepada yang terkait sesuai permasalahannya. 
Sernua surat Pimpinan Daerah ditanda tangani oleh ketira bersarna sekretaris, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Dalarn ha1 ketua berhalangan atau dalarn bidang yang terkait sur8.t-swat dapat 

ditanda tangani oleh wakil ketua menurut bidang tugasnya. 
b. Dalam ha1 sekretaris berhalangan, suart-surat dapat ditanda tangani oleh ~ a k l  

Sekretaris. 
Surat-surat Pimpinan Daerah yang mengenai keuangan dan perbendaharaan, ditar~da 
tangani oleh ketua atau wakil ketua bersarna bendahara atau wakil bendahara. Dalarn 
ha1 bendahara atau wakil bendahara berhalangzn, surat-surat ditanda tangani oleh 
kerua atau wakil ketua bersma sekretaris atau wakil sekretaris. 
Surat-surat yang bersifat rutin (seperti undangan rapat yang sudah dijadwaIkan) dapat 
ditanda tangani ole11 sekretaris atau wakil sekretaris. 
Surat-surat yang dikeluarkan oleh unsur Pembantu Pimpinan kepada institusi di luar 
persyarikatan h m s  diketahui oleh ketua atau wakil ketua sesuai dengan bidannya dan 
arsipnya ada pada sekretariat Pimpinan Daerah. 
Surat-surzt keluar Pimpinan Daerah inenggunakan penanggalan Hijriah dan 
Miladiyah. 

BAR IX 

Pasal ,I0 
t-rapat Pimpinan Daerah terdiri dari : 
. Rapat Pleno 
. Rapat Pleno Lengkap. 

Pasal 11 
I Rapat Pleno 

1. Rapat Pleno adalah Rapat Pimpinan Daerah yang pesertanya terdiri dari seluruh 
anggota Pimpinan Daerah 13 orang. Diadakan secara reguler, sekurang-kuranya 2 
Minggu sekali atau menurut keperluan. 

2. Rapat Pleno berpungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan 
keputusan Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya yang 1 berkcnaan dengan : 
a. Tmfidz Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan, Rapat Pimpinan 

Tingkat Daerah dan Rapat kerja Pimpinan serta Rapat Kerja unsur pembantu 
Pimpinan tingkat Daerah dan Rapat Kerja Organisasi Otonom. 

b. Perencanaan kegiatan dan atau kebijaksanaan startegis scrta evaluasi 
pelaksanaannya. 

c. Pemechan masalah mcndasar tentang persyarikatan dan kepemimpinannya. 



d. Penentuan sikap Muharnmadiyah yang berdampak luas pada masyarakat, bangsa 

e. Rapat Pleno dipimpin oleh ketua atau wakil ketua. 

Pasal 12 
Rapat Pleno Lcngkap .. 

Rapai Pleno Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pimpinan 
Daerah dan Ketua Majelis atau Lembaga Ex Officio serta ketua organisasi otonom Ex 
Oficio tingkat Daerah serta ketua Pimpinan Daerah Ex Officio. 
Rapat PIeno Lengkap diadakan 3 bulan sekali atau menurut keperluan yang dipimpin 
oleh ketua atau wakil ketua. 
Rapat Pleno Lengkap adalah rapat informatif dan koordinatif untuk tujuan 
rnelancarkan jalanya pimpinan dalam segala aspeknya serta menerima usulan d m  
masukan untuk menetapkan kebijaksanaan. I 

Pasall3 
Penutup 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan harus menjadi acuan bagi seluruh 
anggota Pimpinan 1)aerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 

10-201 5 dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Hal-ha1 yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. 
Apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan 
dalam keputusan ini akan diubah, disernpurnakan sebagaimana mestinya. 

Nashrun Minallah Wa fathun Qariib 

Ditetapkan di : Padang Panjang 
Pada tanggal : 09 Dzulkaedah 1432 H 

07 Oktober 20 1 1 M 

PIMPINAN DAERAM MUHAMMADIYAH 
I'AIIANG PANJANG RATIPUII X KOTO 

ekr taris 

Drs. FAHRIZAL ALWIS Drs. ZULKARNAIN f i  HARUN, M.Si 
NKTAM : 566626 NKTAM. 927957 







STRUKTUR DAN PERSONALIA 
MAJELIS WAKAF DAN KEEARTABENDAAN 
PIMPINAN DAIERAH MUHAhIMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

PERIODE 2010 - 2015 

Koordinator : Drs. H. Harmaini L-MM 

1 : Buchari, Dt. Lelo Maraio, S.Th.1 

I I : Nasril Dt. Tanbaro, S.Pd I 



STRUKTUR DAN PERSONALL4 
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID 

PIMPINAN DAERAH M U H A M M A D M  
PADANG PANJANG BATITPUH X KOTO 

PERIODE 2010 - 2015 

I 

Ketua I : Gusharya Putra, S.Ag, MA. 

Koordinator : Drs. H. Mirdas Iliyas 

Wakil Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

: Zuriadi, S.Pd.1 
: Zulkifli, S.Ag. MA 
: Ade Sehabuddin, SH, MM 
: Wahyu Salirn, S.Ag 
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STRUJCI'UR DAN PERSONALIA 
MAJELIS EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 

PERIODE 2010 - 2015 

Koordinator : Dr. H. Adirozal, M.Si 
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